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INTISARI 

Lembaga keuangan yang menjalankan bisnis sehari-harinya sesuai dengan 

hukum syariah dikenal sebagai Bank umum syariah. Sektor keuangan Islam terus 

mengalami pertumbuhan. Demikian pula, jumlah bank umum syariah terus 

bertambah setiap tahunnya. Masalah kualitas kinerja saat ini mungkin muncul 

sebagai akibat dari semakin luasnya peran bank umum syariah. Lebih jauh, 

kesulitan baru yang lebih signifikan muncul sebagai akibat dari pesatnya perluasan 

bank umum syariah. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjaga citra dan 

merek perusahaan di mata konsumen agar tetap dipercaya dan loyal. Karena itu, 

laba bersih bank umum syariah akan meningkat.  

Teori keagenan diterapkan dalam penelitian ini. Pemangku kepentingan 

berperan sebagai prinsipal dan manajer berperan sebagai agen yang diberi tanggung 

jawab untuk mengelola dana secara bijaksana. Dalam akuntansi syariah, terdapat 

shariah enterprise theory yang diterapkan ke dalam penelitian ini. Dimana teori ini 

memberikan bentuk pertanggung jawabannya secara vertikal kepada Allah SWT 

yang kemudian melakukan pertanggung jawabannya secara horizontal kepada 

pemilik perusahaan. 

Penelitian ini berhipotesis bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

secara statistik antara kinerja keuangan dan tiga faktor berikut: keberadaan dewan 

pengawas syariah, efektivitas komite audit, dan profit sharing ratio.  

Analisis pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan, triwulanan, dan tahunan yang diajukan oleh bank umum 

syariah di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 hingga 
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2023. Sampel ini dipilih menggunakan strategi purposive sampling. Analisis regresi 

linier berganda yang dilakukan dalam SPSS versi 26 merupakan teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sebuah model analisis digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi pengujian hipotesis, kelayakan model, pengujian 

asumsi klasik, dan pengujian deskriptif.  

Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan 

secara statistik antara dewan pengawas syariah dan kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan tidak dipengaruhi oleh komite audit. Kinerja keuangan dipengaruhi 

secara signifikan dan negatif oleh profit sharing ratio. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh ICG yang 

diproksikan  dengan DPS terhadap kinerja keuangan (2) Pengaruh ICG yang 

diproksikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan (3) Pengaruh Shariah 

compliance yang diproksikan dengan PSR terhadap kinerja keuangan.Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh ICG dan shariah compliance terhadap kinerja 

keuangan. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan BUS dari tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2023 dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) ICG yang diproksikan melalui DPS berpengaruh secara 

negatif dan signifikan kinerja keuangan (2) ICG yang diproksikan melalui komite 

audit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan (3) Shariah 

compliance yang diproksikan dengan PSR mempengaruhi kinerja keuangan secara 

negatif dan signifikan. 

Kata Kunci : Islamic Corporate Governance, Shariah Compliance, Dewan 

Pengawas Syariah, Komite Audit, Profit Sharing Ratio 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine: (1) The influence of ICG as 

proxied by the SSB on financial performance (2) The influence of ICG as proxied by 

the audit committee on financial performance (3) The influence of Shariah 

compliance as proxied by the PSR on financial performance This research aims to 

examine the influence of Islamic corporate governance and sharia compliance on 

financial performance. The population of this research is BUS companies from 2021 

to 2023 using the purposive sampling method. Data analysis was carried out using 

multiple linear regression. The research results show that (1) ICG as proxied through 

the SSB has a negative and significant effect on financial performance (2) ICG as 

proxied through the audit committee does not significantly influence financial 

performance (3) Shariah compliance as proxied by the PSR negatively affects 

financial performance and significant. 

Keywords: Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Sharia Supervisory 

Board, Audit Committee, Profit Sharing Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi syariah telah mengglobal dalam beberapa tahun 

terakhir. Banyak negara di dunia yang menggunakan dan mengambil manfaat dari 

ekonomi syariah. Bahkan, negara-negara non-muslim pun mulai mencoba 

menggunakan ekonomi syariah. Menurut data Global Islamic Economic Indicator 

(GIEI) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat dari 10 negara dengan 

pertumbuhan ekonomi syariah tertinggi. Beberapa kriteria yang digunakan GIEI 

untuk menilai perkembangan ekonomi syariah adalah Keuangan Syariah, Makanan 

Halal, Travel, Modest Fashion, Media & Rekreasi, dan Farmasi & Kosmetik 

(Zakiyyah et al., 2023). Di Indonesia sendiri memiliki beragam lembaga keuangan 

yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Lembaga 

keuangan perbankan merupakan salah satu yang memberikan dampak besar 

terhadap perekonomian di Indonesia. Perbankan yang sedang berkembang di 

Indonesia yaitu bank syariah salah satunya. 

“Lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, atau 

syariah dikenal sebagai bank syariah. Perusahaan keuangan yang menjalankan 

bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah didefinisikan sebagai bank syariah 

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ada tiga kategori utama bank syariah: 

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan 

Syariah (BPRS). Untuk mengakomodasi mayoritas umat Islam di Indonesia yang 
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lebih menyukai transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah, bank syariah telah 

muncul sebagai alternatif yang layak untuk bank konvensional” (Yustina, 2019). 

Hukum syariah, sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 1 Ayat (12) UU No. 

21/2008, merupakan landasan sistem ekonomi Islam dan dasar bagi beroperasinya 

bank-bank syariah. Berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-

lembaga yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah 

naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), prinsip-prinsip syariah ini menjadi 

kerangka acuan bagi kegiatan usaha perbankan syariah. Hukum Islam merupakan 

sumber pedoman tersebut”. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

bank syariah harus mematuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang 

dilarang, seperti riba, perjudian (maysir), dan ketidakjelasan (gharar) (Hamsyi, 

2019). 

Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang memiliki 

pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Asal usulnya dapat ditelusuri kembali pada 

tahun 1963 ketika pertama kali dibuka di Mesir. Bank syariah muncul dan menjadi 

arus utama dalam sistem global yang berdampak langsung pada perekonomian riil. 

Pertumbuhan bank syariah didukung oleh populasi umat islam yang diperkirakan 

akan meningkat lebih dari 25% populasi dunia pada tahun 2030. Pada periode ini 

kemungkinan akan meningkat menjadi 6,2 juta dari 2,6 juta di Amerika. Di 

beberapa negara Eropa mungkin akan meningkat lebih banyak lagi dari 10% total 

penduduk. Oleh karena itu, populasi Muslim memainkan peran penting dalam 

pengembangan lembaga keuangan islam (M. Anwar et al., 2020). 
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“Dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1992, 

perbankan syariah di Indonesia mulai beroperasi. Keuangan syariah di Indonesia 

telah berkembang dengan sangat pesat sejak saat itu. Hal ini dilihat dari 

menjamurnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 

Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (BPRS)” (Sari et al., 

2020). 

“Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2021-2023” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan” 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa perbankan 

syariah telah tumbuh secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Ada 13 BUS pada 

tahun 2022, naik dari 12 di tahun sebelumnya, dan angka itu tidak berubah pada 

tahun 2023. Jika perbankan syariah mengurangi lokasi cabang, hal itu dapat 

menjadi gejala meningkatnya persaingan dalam industri tersebut. Persaingan antara 

bank umum konvensional dan syariah, lebih tepatnya. 
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Pasar Modal Syariah per Desember 2023 memiliki total aset keuangan 

syariah mencapai 2.582,25 triliun Rupiah. Aset keuangan syariah di Indonesia 

mampu terus tumbuh dan berkembang hingga 9,04% atau sebesar 2.582,25 triliun 

Rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.375,84 triliun Rupiah (OJK, 

2023). Perkembangan perbankan syariah tersebut menunjukkan trend yang positif 

dan mengalami peningkatan. Perluasan bank umum Islam diharapkan dapat 

menghasilkan hasil keuangan yang lebih baik. Untuk menentukan apakah kinerja 

keuangan membaik atau menurun, penilaian tahunan sangat penting dilakukan. 

Evaluasi ini sangat penting ketika merencanakan penerapan kebijakan dan inisiatif 

pada periode berikutnya (Saputra & Lina, 2020). 

Keberhasilan finansial suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu akan 

menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut mengelola keuangannya. 

Pencapaian ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensinya sendiri 

(Rengganis et al., 2020). Sebagai cerminan dari keberhasilan tindakan masa lalu 

dan indikasi kualitas pengelolaan aset saat ini, kinerja keuangan perusahaan 

memberikan wawasan tentang sejauh mana organisasi telah mewujudkan tujuan 

yang dinyatakannya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan finansial bank 

adalah dengan melihat metrik profitabilitasnya. Jika profitabilitas bank tinggi, 

berarti bank tersebut berkinerja baik secara finansial. 

Return On Assets (ROA) merupakan cara yang populer untuk mengukur 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. Salah satu ukuran efisiensi bank dalam 

mengubah asetnya menjadi laba adalah ROA. ROA merupakan ukuran 
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profitabilitas operasi bank; ROA yang lebih besar menunjukkan kesehatan 

keuangan yang lebih baik. 

“Tabel 1. 2 Return On Asset (ROA) Perbankan Umum Syariah” 

 

ROA 

Tahun 

2021 2022 2023 

Perbankan 

Syariah 

 

1,55% 

 

2,00% 

 

1,88% 

Perbankan 

Konvensional 

 

1,84% 

 

2,43% 

 

2,74% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2021-2023 

Tabel 1.2 menampilkan statistik ROA, yang menunjukkan bahwa aset 

bank konvensional dan bank syariah tumbuh secara substansial dari tahun ke tahun. 

Bank syariah telah menghasilkan laba selama tiga tahun terakhir, tetapi tertinggal 

jauh di belakang bank konvensional yang telah mencapai ROA lebih dari 2% dalam 

dua tahun sebelumnya. Bank konvensional dianggap lebih baik daripada bank 

syariah karena nilai ROA bank konvensional yang terus lebih tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa bank konvensional mengungguli bank syariah dalam hal 

efisiensi kinerja. Tanda lain dari kemerosotan kemampuan kinerja bank syariah 

adalah ROA yang rendah. 

Indikator penting kinerja keuangan, ROA bertindak sebagai alat 

manajemen dan tolok ukur untuk menilai kemanjuran sistem pengukuran kinerja. 

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan masa depan dalam 

perbankan yariah adalah laba atas aset ROA. Elemen yang dapat meningkatkan 

profitabilitas bank BUS diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. 



6 
 

Indikator shariah compliance, indikator tata kelola perusahaan, dan 

indikator sosial (Sosial/Lingkungan/CSR) merupakan tiga faktor penentu kinerja 

bank, sebagaimana dinyatakan oleh Hameed dkk. GCG merupakan faktor penentu 

utama kinerja BUS. Banyak orang ingin berbicara tentang GCG. Istilah tersebut 

hangat dibicarakan karena beberapa kasus krisis ekonomi dunia yang disebabkan 

oleh kegagalan dalam penerapan GCG itu sendiri. GCG dapat diartikan sebagai 

proses yang terstruktur yang dapat digunakan sebagai sistem untuk menggerakkan 

dan mengendalikan perusahaan. 

Menurut Supriatna & Kusuma (2009), “penerapan Good Corporate 

Governance yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. 

Alasan di balik ini adalah bahwa bank umum syariah harus mengharapkan praktik 

tata kelola perusahaan yang solid untuk memberikan dampak menguntungkan pada 

kinerja keuangannya. Beberapa kasus krisis ekonomi yang terjadi di beberapa 

negara seperti Amerika Serikat (AS) hingga Eropa disebabkan oleh kegagalan 

dalam penerapan GCG itu sendiri. Berikut adalah contoh kasus krisis ekonomi 

karena kegagalan tata kelola perusahaan (GCG)”. 

Dikutip dari laman www.cnnindonesia.com Krisis yang belum pernah 

terjadi sebelumnya telah melanda sejumlah lembaga besar di seluruh dunia, 

termasuk di AS dan Eropa. Sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 

terhadap ekonomi, beberapa lembaga telah gagal. Ketidakpastian ini telah 

menyebabkan berbagai hasil negatif, seperti penurunan aset kripto dan suku bunga 

acuan yang lebih tinggi. 

http://www.cnnindonesia.com/
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Credit Suisse yang menjadi bank terbesar ke-2 di Swiss yang sudah berdiri 

sejak 166 tahun yang lalu. Credit Suisse mengalami kejatuhan pada pergerakan 

saham bank besar tersebut yang merugi setelah harga sahamnya turun lebih dari 

20% pada 15 Maret 2023. Saham Credit Suisse mengalami penutupan yang 

signifikan, jatuh hingga mencapai posisi terendah 24,24%. Alhasil, nilai perusahaan 

pun tergerus menjadi di bawah US$7 miliar. Penurunan ini terjadi setelah pemegang 

saham mayoritas menolak untuk memberikan suntikan modal tambahan kepada 

Credit Suisse yang menjadi bank terbesar kedua di Swiss. Saudi National Bank 

(SNB), sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Credit Suisse, menolak 

untuk menambah kepemilikan sahamnya. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang 

membatasi pemegang saham luar negeri maksimum sebesar 10%, sementara SNB 

sudah memiliki 9,88% saham perusahaan tersebut. Kebangkrutan Credit Suisse 

sebenarnya telah diprediksi sejak lama, mengingat bank ini mengalami kerugian 

yang terus-menerus dan berbagai kesalahan serta kegagalan dalam kepatuhan yang 

terjadi selama beberapa tahun terakhir. Semua ini telah merusak reputasi bank 

tersebut di mata klien dan investor. 

Pada tahun 2022, nasabah menarik dana sebesar US$133 miliar dari Credit 

Suisse, dengan penarikan terbesar terjadi pada kuartal IV. Forbes mencatat bahwa 

perusahaan mengalami kerugian signifikan, yakni sebesar US$254 juta pada kuartal 

I 2021 dan mencapai US$2,085 miliar pada kuartal IV 2021. Kerugian ini berlanjut 

di tahun 2022, dengan kerugian sebesar US$275 juta pada kuartal I dan US$1,609 

miliar pada kuartal IV. 
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Sejumlah permasalahan keuangan perbankan syariah bermula dari belum 

optimalnya penerapan ICG saat ini. Sejumlah bank di Indonesia, termasuk Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), telah mengajukan pailit. Salah satunya adalah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho di Kota Mojokerto 

(Perseroda). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut 

sebagai konsekuensi dari kasus pailit. Dikutip dari laman www.cnbcindonesia.com 

pencabutan izin BPRS tersebut dikarenakan adanya pengelolaan yang tidak sehat 

sehingga harus dilakukan demi menjaga dan memperkuat industri perbankan serta 

melindungi konsumen. Pencabutan izin usaha BPRS Mojo Artho dilakukan melalui 

Keputusan Anggota Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 pada tanggal 

26 Januari 2024. BPRS Mojo Artho telah ditetapkan sebagai BPRS Dalam 

Pengawasan Intensif (BDPI) pada tahun 2022. Kemudian, status pengawasan BPRS 

Mojo Artho ditegaskan menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal tersebut 

disebabkan kondisi BPRS Mojo Artho yang terus memburuk karena pengelolaan 

BPRS yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian. 

Dari kasus tersebut, industri perbankan syariah di Indonesia harus tetap 

waspada terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah. 

Oleh karena itu, perbankan syariah harus melakukan upaya-upaya untuk 

memperbaiki penerapan GCG perusahaannya. Nuryan (2016) menyatakan GCG 

menjadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan pada sebuah organisasi atau 

perusahaan karena GCG melatarbelakangi permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam dunia bisnis (Amarilia et al., 2022). 

http://www.cnbcindonesia.com/
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GCG dalam sudut pandang Islam disebut sebagai Tata Kelola Perusahaan 

Islam (ICG) oleh sejumlah pakar, termasuk Hasan (2009), Bhatti & Bhatti (2010), 

Abu Tapanjeh (2009), dan lain-lain. Untuk memberikan gambaran umum kepada 

pembaca tentang Tata Kelola Perusahaan dalam sudut pandang Islam pada BUS di 

Indonesia, peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah Tata Kelola 

Perusahaan Islam (ICG). 

ICG mengacu pada pandangan Islam tentang Good Corporate Governance 

(GCG) dan Corporate Governance (CG). Untuk menjamin bahwa BUS diawasi 

secara efektif dan independen untuk mencapai kepatuhan syariah, ICG menekankan 

pada prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan syariah (Billah & Fianto, 2021). 

Menurut Abdul Ghani dalam bukunya "Islamic Corporate Governance" 

yang ditulis oleh Ghoniyah dan Hartono (2014), ICG didefinisikan sebagai sebuah 

sistem manajemen yang menekankan tanggung jawab spiritual. Prinsip-prinsip 

dasar yang mendasarinya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

moralitas, dan keandalan, yang tentu saja menjadi ukuran yang bersifat material. 

Namun, yang paling penting dan esensial adalah bahwa semua ini merupakan 

ibadah bagi makhluk dalam upaya mencapai jalan yang diridhai oleh Allah 

(mardhatillah). 

Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, 

Komite Audit, dan Islamic Social Reporting (ISR) merupakan beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan ICG pada suatu perusahaan. 

Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah merupakan target utama evaluasi 

dalam penelitian ini. Untuk memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan 
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prinsip syariah, DPS memberikan nasihat dan konsultasi kepada direksi (POJK, 

2017). Sementara itu, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan 

Komisaris dan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan 

kegiatannya (POJK, 2015). 

Banyak akademisi yang menaruh minat pada ICG atau tata kelola 

perusahaan Islam. Dampak ICG terhadap kinerja keuangan telah ditunjukkan dalam 

berbagai penelitian sebagai sesuatu yang substansial. Namun, terdapat beberapa 

peneliti yang menemukan temuan yang berbeda mengenai hal ini. 

Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh shariah compliance. Shariah 

compliance atau ketaatan pada prinsip-prinsip syariah merupakan perhatian penting 

bagi setiap bisnis, terutama lembaga keuangan Islam yang beroperasi di sektor ini. 

Prinsip-prinsip syariah harus dirujuk untuk mendorong operasional perbankan 

syariah yang kuat, sangat baik, dan tepat, menurut Bank Indonesia. BUS harus 

mematuhi hukum syariah untuk beroperasi secara legal. Shariah compliance bank 

syariah mengacu pada standar-standar syariah. Ciri yang melekat dari bank-bank 

syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sering dikenal 

sebagai shariah compliance. bank-bank syariah yang mematuhi hukum syariah 

merupakan tanda bahwa semua standar syariah yang berbentuk kejujuran, 

keandalan, dan karakter telah dipenuhi (Sari et al., 2020). 

Hameed (2004) menyarankan tujuh indikator untuk mengukur kepatuhan 

pada hukum syariah: PSR (Profit Sharing Ratio), ZPR (Zakat Performance Ratio), 

IsIR (Islamic Income Ratio), EDR (Equal Distribution Ratio), BIT (Islamic 

Investment vs. Non-Islamic Investment), dan indeks AAOIFI. Dalam penelitian ini, 
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penulis memilih untuk menggunakan Profit Sharing Ratio (PSR) sebagai indikator 

utama dalam mengukur shariah compliance. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Munifatussa’idah (2021), Intia & Azizah (2021), Afdal & Agustin 

(2023), serta Iman & Umiyati (2022). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munifatussa'idah (2021), 

penelitian ini berfokus pada variabel yang berbeda. Shariah compliance, ICG, dan 

modal intelektual menjadi variabel independen dalam penelitian Munifatussa'idah 

(2021). Shariah compliance dan ICG yang menjadi variabel pada penelitian ini. 

Selain faktor-faktor yang berbeda, Munifatussa'idah (2021) hanya pada tahun 

2014–2019 untuk penelitiannya tetapi penelitian ini menggunakan laporan 

triwulanan untuk memperbarui kerangka waktunya menjadi 2021–2023. Penelitian 

ini juga memanfaatkan karya Intia dan Azizah (2021) sebagai sumber. Faktor-faktor 

independen inilah yang membedakan penelitian ini dari karya Intia dan Azizah 

(2021). Meskipun Intia dan Azizah (2021) tidak memasukkan shariah compliance 

sebagai variabel independen, variabel tersebut hadir dalam penelitian ini. Selain 

perbedaan variabel, terdapat perbedaan periode penelitian yang dilakukan oleh Intia 

& Azizah (2021) yaitu tahun 2017-2019, sedangkan pada penelitian ini terdapat 

pembaruan periode yaitu menggunakan laporan triwulan periode 2021-2023. 

Di sisi lain, kerangka waktu penelitian ini berbeda dengan penelitian Afdal 

dan Agustin (2023). Dengan menggunakan laporan triwulanan untuk periode 2021–

2023, analisis ini memperbarui rentang waktu yang digunakan oleh penelitian Afdal 

& Agustin (2023), yang berlangsung dari tahun 2017–2021. Dalam variabel 
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independen, penelitian ini berbeda dengan penelitian Iman dan Umiyati (2022). 

Shariah compliance, Operating Efficiency Ratio (OER), dan Finance To Deposite 

Ratio (FDR) merupakan faktor independen dalam penelitian Iman & Umiyati 

(2022), sedangkan Islamic Corporate Governance dan Shariah compliance 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Tidak hanya variabelnya yang 

berubah, tetapi periode penelitian dalam penelitian ini diperbarui yakni 

menggunakan laporan triwulan periode 2021 hingga 2023, berbeda dengan 

penelitian asli oleh Iman & Umiyati (2022) yang hanya mencakup tahun 2016 

hingga 2020. 

BUS menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip syariah melalui 

pengabdiannya pada ICG dan shariah compliance dan yang menekankan kejujuran, 

kredibilitas, dan integritas. Ketika BUS mengikuti hukum Islam dalam semua aspek 

bisnisnya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan kepada 

bank tersebut. Masyarakat cenderung menggunakan layanan BUS karena tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi. Akibatnya, kinerja keuangan BUS akan 

meningkat sebagai hasilnya (Romadhonia & Kurniawati, 2022). 

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang diamati dan penjelasannya yaitu 

berjudul: “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Shariah Compliance 

terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”. Tujuan 

penelitian yakni untuk memastikan apakah BUS di Indonesia mematuhi islamic 

corporate governance dan shariah compliance, dan untuk mengetahui seberapa 

besar dampaknya terhadap kinerja BUS. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi berdasarkan klaim yang 

dibuat di bagian latar belakang: 

1. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara Islamic Corporate 

Governance (ICG) yang diproksikan dengan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) terhadap kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah di 

Indonesia ?” 

2. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara Islamic Corporate 

Governance (ICG) yang diproksikan dengan Komite Audit terhadap 

kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia ?” 

3. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara Shariah compliance 

atau shariah compliance yang diukur dengan indikator Profit Sharing 

Ratio (PSR) terhadap kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah 

di Indonesia ?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ICG, sebagaimana diwakili oleh Dewan 

Pengawas Syariah (DPS), memiliki efek yang signifikan dan berpengaruh 

pada kualitas kinerja keuangan BUS di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah ICG, sebagaimana diwakili oleh komite audit, 

memiliki efek yang signifikan dan berpengaruh pada kualitas kinerja 

keuangan bank umum syariah di Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan dan berpengaruh 

antara shariah compliance bank umum di Indonesia sebagaimana 

ditentukan oleh Profit sharing ratio (PSR) dan kualitas kinerja 

keuangannya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Di antara banyak manfaat sosial yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Peneliti 

Di antara banyak keuntungan yang diperoleh penulis dari penelitian ini 

adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ICG dan shariah 

compliance memengaruhi efisiensi dan efektivitas BUS, khususnya di industri 

perbankan dan keuangan. 

1.4.2 Bagi Institusi 

Organisasi dapat memperoleh manfaat dari pengujian ini dalam sejumlah 

cara. Pertama, pengujian ini akan memperkuat bukti yang ada tentang ICG dan 

shariah compliance; kedua, pengujian ini akan menambah pengetahuan dalam 

bidang akuntansi secara umum dan bidang khusus ini secara khusus. 

1.4.3  Bagi Investor 

Diyakini bahwa penelitian ini akan membantu investor membuat 

keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi tentang cara mengukur 

kinerja keuangan perusahaan berorientasi Islam, dengan mempertimbangkan 

dampak ICG dan shariah compliance. 
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1.4.4  Bagi Perusahaan 

Organisasi dalam industri perbankan syariah dapat memperoleh manfaat 

dari pengujian ini karena akan menjadi tolok ukur bagi upaya masa depan untuk 

meningkatkan ICG dan fungsi shariah compliance, yang seharusnya mengarah 

pada hasil keuangan yang lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah 

jenis kontrak di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) 

untuk bertindak sebagai perwakilan principal dan membuat keputusan atas nama 

principal. 

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kepada agen, sedangkan 

agen adalah orang yang diberikan amanah atas nama prinsipal untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan prinsipal. Dalam kontrak tersebut, prinsipal harus 

menjelaskan hak dan tanggung jawab yang akan diterima agen dan keduanya harus 

menyepakati. Agen akan memberikan informasi yang jelas kepada prinsipal jika 

keduanya bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Eisenhardt 

(1989), teori keagenan didasarkan pada tiga prinsip manusia: pertama, bahwa 

manusia pada dasarnya peduli dengan diri sendiri (kepentingan pribadi); kedua, 

bahwa rasionalitas manusia dibatasi untuk hanya mempertimbangkan kejadian di 

masa depan (rasionalitas terbatas); dan ketiga, bahwa manusia pada dasarnya ingin 

menghindari risiko. 

Teori ini berasumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan dapat memicu munculnya konflik keagenan (agency problem). Dalam 

hal ini, pemilik perusahaan atau yang dikenal sebagai principal mempercayakan 
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wewenang kepada manajer untuk mengelola operasional perusahaan, termasuk 

pengelolaan dana dan pengambilan keputusan lainnya demi kepentingan pemilik. 

Namun, karena perbedaan kepentingan (konflik kepentingan), manajer sering kali 

tidak bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik. Pemilik saham 

dianggap sebagai agen dalam teori keagenan, yang tugasnya adalah memastikan 

bahwa pemegang saham mendapatkan hasil maksimal dari investasi yang dilakukan 

(A. S. Putra & Nuzula, 2017). 

Prinsipal akan mengalami kerugian oleh kegiatan manajemen. Sejumlah 

konflik keagenan, seperti konflik yang melibatkan pemegang saham dan pemegang 

utang, pemegang saham dan regulator, atau pemegang saham dan manajemen, 

dapat muncul kapan saja. 

Salah satu indikasi terjadinya konflik keagenan adalah praktik manajemen 

laba. Manajemen laba merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk 

memanipulasi angka laba yang dilaporkan pada suatu unit dimana manager sebagai 

penanggung jawab serta tidak mempengaruhi perubahan profitabilitas ekonomi 

jangka panjang (Wiyadi et al., 2016). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), para eksekutif di perusahaan 

bertindak sebagai perwakilan pemegang saham, namun mereka sering kali 

mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan perusahaan. 

Manajemen membuat kesalahan dan tidak selalu memperlakukan pemegang saham 

secara adil. Dalam kebanyakan kasus, manajemen mengutamakan kepentingan 

sendiri di atas kepentingan perusahaan atau pemangku kepentingannya. Oleh 

karena itu, ICG harus diterapkan. Untuk menghindari perselisihan keagenan 
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sekaligus melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan dan interaksi mereka, 

diperlukan prinsip dan prosedur tertentu. 

2.1.2  Sharia Enterprise Theory 

Menurut Shariah Enterprise Theory, tugas perusahaan dibagi oleh pemilik 

dan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Akuntansi syariah dibangun atas 

Sharia enterprise theory (SET), yang merupakan turunan dari Enterprise Theory. 

Muchlis dan Resky (2021) menyatakan bahwa teori ini menggabungkan prinsip-

prinsip Islam untuk menghasilkan strategi yang lebih emansipatoris dan idealis. 

SET dibangun atas cita-cita Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an, termasuk 

zakat, keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, dan falah (Ananda & NR, 2020). 

Salah satu teori yang mendukung variabel shariah compliance dan ICG 

adalah SET. Tujuan sistem ekonomi dan sosial ini berpusat pada Allah SWT, 

pemilik otoritas tertinggi di alam semesta. SET menyediakan sudut pandang Islam 

untuk melihat masalah komersial. Menurut pandangan ini, manusia bukanlah satu-

satunya pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan; Tuhan dan 

lingkungan juga merupakan pemangku kepentingan. Akibatnya, segala sesuatu 

yang terjadi di dunia ini akan memiliki penjelasan dari Allah SWT (Mardiani et al., 

2019). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam SET 

terdapat dua bentuk pertanggungjawaban. Pada urutan teratas daftar prioritas adalah 

tanggung jawab vertikal entitas kepada Allah SWT. Kedua, kewajiban horizontal 

entitas kepada manusia dan lingkungan. 
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BUS dituntut untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan 

transparan, sesuai dengan penerapan SET dalam penelitian ini. ICG dan shariah 

compliance, jika diterapkan dengan baik dan pada tingkat yang tinggi merupakan 

indikator bank yang sehat. Dengan demikian, BUS harus mematuhi hukum syariah 

secara ketat dalam semua aspek operasinya. Selain tugasnya kepada para pemangku 

kepentingan, BUS juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap 

masyarakat, lingkungan, dan yang terpenting, Allah SWT.  

2.1.3  Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance diartikan sebagai konsep tata kelola yang 

baik pada perusahaan. Salah satu definisi "good" adalah "baik", definisi lain adalah 

"corporate" sebagai perusahaan atau entitas bisnis, dan definisi lainnya lagi adalah 

"governance" sebagai tata kelola. Oleh karena itu, GCG disebut sebagai sistem 

yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengawasi bisnis. GCG mencakup standar 

ekonomi, peraturan, dan organisasi yang mengatur perilaku pemilik bisnis, manajer, 

dan direktur; ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pemegang 

saham dan investor tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak 

(Effendi, 2018). Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI), yang 

dikutip dalam karya Effendi (2018), GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur 

hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam interaksi bisnis dengan 

pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Berbagai definisi yang diberikan di atas membawa pada kesimpulan 

bahwa GCG adalah sistem aturan dan ketentuan yang dirancang untuk mengawasi 
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dan mengelola proses pengendalian perusahaan serta hubungan antara pemangku 

kepentingan, manajemen, karyawan, dan komunitas lain dalam kaitannya dengan 

hak dan tanggung jawab masing-masing. 

2.1.4  Islamic Corporate Governance 

2.1.4.1  Pengertian Islamic Corporate Governance 

Hasan (2009), Bhatti & Bhatti (2010), dan Abu Tapanjeh (2009) adalah 

beberapa cendekiawan yang telah menciptakan istilah "Tata Kelola Perusahaan 

Islam" (sering disingkat menjadi ICG) untuk mengkarakterisasi Tata Kelola 

Perusahaan sebagaimana yang berkaitan dengan Islam. Untuk menjelaskan lebih 

baik apa yang dimaksud dengan "Good Corporate Governance" dalam kaitannya 

dengan BUS di Indonesia, penulis juga menggunakan akronim "ICG" untuk 

menggambarkan penelitian. GCG adalah gagasan yang menjadi inti dari keyakinan 

Islam, dan dikenal sebagai ICG. 

Islamic Corporate Governance (ICG) diartikan sebagai sistem 

pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk melindungi hak 

serta kepentingan seluruh stakeholder, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

Islam dalam pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah mencapai Maqasid 

Syariah yang mempertimbangkan dampak dari prinsip-prinsip hukum syariah, 

ekonomi, dan keuangan terhadap praktik dan kebijakan yang diterapkan. Maksud 

ICG adalah prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ISFB-10 (2009), yang 

menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki DPS. DPS merupakan 

keunikan perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional dalam hal 

tata kelola perusahaan (Munifatussa’idah, 2021). 
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Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (GCG) bagi bank umum syaraiah dan unit usaha syariah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan ICG pada bank syariah 

di Indonesia. Masyarakat dapat yakin bahwa bank syariah dikelola secara 

profesional, baik, dan konservatif dalam rangka meningkatkan nilai pemegang 

saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya, dengan 

adanya undang-undang yang membuktikan hal tersebut. DPS memberikan nasihat 

dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan, penyaluran, dan 

penyimpanan dana serta jasa, dan peran serta tanggung jawabnya sangat penting 

dalam mewujudkan ICG. Selain itu, dewan komisaris independen bertindak sebagai 

pengawas pengelolaan bank, dan komite audit bertugas mengevaluasi pelaksanaan 

audit internal dalam proses pelaporan keuangan (PBI, 2009). 

2.1.4.2  Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance 

Prinsip-prinsip GCG harus berpegang pada hal-hal berikut, sebagaimana 

dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009: keterbukaan atau 

transparansi, akuntabilitas, independensi atau kemandirian, kewajaran, dan 

tanggung jawab atau akuntabilitas.  

Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Bisnis Islam 

(GGBS) KNKG tahun 2011 menjabarkan aturan dasar penerapan ICG pada 

perbankan syariah. Berikut ini beberapa prinsipnya: 

2.1.4.2.1 Keterbukaan (Transparancy) 
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Keterbukaan atau transparancy adalah keterbukaan dalam tahapan 

penetapan kebijakan dan pengungkapan informasi mengenai perusahaan sebagai 

bentuk keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh 

manajemen dan pengungkapan informasi yang baik dan relevan bagi perusahaan 

tersebut.  

2.1.4.2.2  Akuntabilitas (Accountability) 

 Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah kejelasan fungsi dan 

tanggungjawab perusahaan sehingga menyebabkan pengelolaan perusahaan 

menjadi lebih efektif Atau dapat diartikan bahwa akuntabilitas ini untuk 

memperjelas sebuah fungsi, tanggungjawab, dan implementasi organisasi dalam 

operasionalnya agar perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif.   

2.1.4.2.3  Kemandirian (Independence) 

Apabila suatu bisnis dijalankan secara efektif dan mematuhi semua 

undang-undang, peraturan, dan standar GCG yang relevan, dan apabila tidak ada 

pengaruh atau tekanan dari sumber luar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

ini, dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut independen.  

1.1.4.2.4  Kewajaran (Fairness) 

 Komponen utama keadilan adalah jaminan bahwa hak semua pemangku 

kepentingan akan dilindungi. Korporasi menyediakan kesempatan yang sama bagi 

semua pemangku kepentingan. Menurut pandangan alternatif, keadilan adalah 

perwujudan hak pemangku kepentingan yang adil yang merupakan hasil dari 

perjanjian yang ada. 

1.1.4.2.5  Pertanggungjawaban (Responsibility) 
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Bertanggung jawab, atau akuntabel, berarti manajemen perusahaan 

mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh GCG. Dengan kata lain, 

akuntabilitas adalah tentang memiliki kerangka kerja yang ditetapkan dengan baik 

untuk memastikan bahwa perusahaan menepati janjinya terhadap pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

1.1.4.3 Indikator Islamic Corporate Governance 

Hanafi dan Sutapa (2019) Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum 

Islam, ICG meletakkan dasar bagi GCG di dalam suatu organisasi. Dewan 

Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan, Audit 

Internal, Audit Eksternal, dan sebagainya merupakan beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur penerapan ICG di suatu perusahaan (Silviani, 2022). 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit merupakan metrik yang 

digunakan untuk mengukur ICG dalam penelitian ini. 

2.1.4.3.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam sektor 

perbankan syariah, sebagaimana tercantum dalam POJK No. 59/POJK.03/2017 

yang mengatur tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat 

kepada direksi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bank untuk 

memastikan bahwa semua operasional sejalan dengan prinsip-prinsip syariah 

(POJK, 2017). Keberadaan DPS menjadikan sistem perbankan syariah unik dan 

berbeda dari bank konvensional, karena adanya DPS bertanggungjawab terhadap 

kepatuhan industri syariah terhadap aturan-aturan syariah yang ditetapkan 
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(Rosmanidar et al., 2021). Dalam kerangka tata kelola internal, DPS berperan dalam 

memantau penerapan syariat Islam dalam aktivitas operasional bank syariah, 

terutama terkait pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut 

(Waemustafa, 2015). Jumlah anggota DPS harus antara dua sampai dengan lima 

orang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 (PBI, 2004). 

Chtourou dkk., yang dikutip oleh Dewayanto, menyatakan bahwa dengan 

bertambahnya jumlah anggota dewan direksi, mekanisme pengawasan dalam 

pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja dewan pengawas syariah semakin baik seiring dengan bertambahnya jumlah 

anggota dewan direksi. Risiko penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan  DPS dalam mengawasi 

operasional bank syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang 

relevan. Artinya, laba bersih bank syariah akan semakin baik (Indriyani & Asytuti, 

2019). 

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas hal-hal berikut, 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 PBI No. 6 Tahun 2004: 

1. Memastikan bahwa operasional Bank sesuai dengan fatwa yang 

dikeluarkan DSN dan mengawasi kesesuaiannya. 

2. Mengevaluasi ketentuan operasional dan produk Bank berdasarkan fitur 

syariahnya. 

3. Dalam laporan publikasi bank, menyampaikan pandangan tentang 

pelaksanaan umum kegiatan bank dari perspektif syariah. 
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4. Mengevaluasi barang dan jasa baru yang diperkenalkan yang belum 

dikeluarkan fatwanya oleh DSN. 

5. Dewan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank 

Indonesia harus menerima laporan yang merinci hasil pengawasan syariah 

sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan. 

Rumus Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: 

“Dewan Pengawas Syariah = ∑Jumlah Anggota DPS” 

Sumber : (R. N. A. Putra, 2019) 

2.1.4.3.2 Komite Audit 

Tujuan komite audit, sebagaimana dibentuk dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK, 

2015), adalah untuk membantu dewan dalam melaksanakan tanggung jawab dan 

tugasnya. Minimal tiga anggota, termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak 

dari luar emiten atau perusahaan publik, harus menjadi anggota komite audit, sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009. Komisaris 

Independen diharuskan untuk menjabat sebagai ketua komite, dan Dewan 

Komisaris bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan anggota 

komite audit. Menurut Anggaran Dasar, anggota komite audit hanya dapat dipilih 

kembali untuk satu kali masa jabatan berturut-turut, dan masa jabatan mereka tidak 

boleh melebihi masa jabatan dewan komisaris (POJK, 2015). 

Anggota komite audit harus menjaga independensi penuh saat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan POJK No. 55/POJK.04/2015 
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pasal 9. (Mulianita et al., 2019) Di antara fungsi dan tanggung jawab komite audit 

adalah: 

1. Mengevaluasi laporan, prediksi, dan informasi keuangan lainnya yang 

akan disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik 

dan/atau otoritas, termasuk laporan keuangan. 

2. Langkah kedua adalah memeriksa apakah Emiten atau Perusahaan Publik 

telah mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

3. Memberikan pandangan tersendiri dalam hal manajemen kasus dan 

Akuntan tidak setuju atas layanan yang diberikan. 

4. Memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris tentang cara terbaik untuk 

memilih akuntan dalam hal independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

harga layanan. 

5. Memantau kegiatan tindak lanjut Dewan Direksi atas temuan auditor 

internal dan meninjau pelaksanaan audit auditor. 

6. Jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantauan 

risiko di bawah Dewan Komisaris, diperlukan peninjauan pelaksanaan 

kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh Dewan Direksi. 

7. Menganalisis pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan 

prosedur akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik. 

8. Mengevaluasi setiap kemungkinan benturan kepentingan antara Emiten 

atau Perusahaan Publik dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris. 

9. Menjaga kerahasiaan semua catatan, berkas, dan informasi milik Emiten 

atau Perusahaan Publik. 
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Rumus yang digunakan oleh Komite Audit adalah: 

KA = ∑Jumlah Anggota KA 

Sumber : (Lidyah et al., 2020) 

2.1.5  Shariah compliance 

2.1.5.1   Pengertian Shariah compliance 

Prinsip syariah harus menjadi dasar praktik operasional perbankan syariah 

yang tangguh, unggul, dan akurat, menurut Bank Indonesia. Lembaga keuangan 

Islam wajib mematuhi hukum syariah. Shariah compliance merupakan tanda 

lembaga yang amanah, berkarakter tinggi, dan mengikuti semua aturan syariah. 

Bank syariah harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, dan ini dicapai melalui pembinaan shariah compliance (Ovami, 2020). 

Tujuan shariah compliance adalah untuk memverifikasi bahwa lembaga keuangan 

Islam mematuhi hukum syariah secara ketat. Praktik keuangan Islam mematuhi 

hukum syariah, yang melarang, antara lain, riba, penipuan (atau tadlis), spekulasi 

(atau gharar), perjudian (atau maysir), dan lainnya. Perbedaan sistem perbankan 

syariah dari yang konvensional adalah penekanan pada shariah compliance, atau 

pemenuhan cita-cita syariah (Hamsyi, 2019). Allah berfirman dalam ayat 18 surah 

Al-Jatsiyah dalam Al-Qur'an: 

نَ الْْمَْرِ فَاتَّبعِْهَا وَلَْ تتََّبِعْ اهَْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَْ يَعْلمَُوْنَ   ثمَُّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ م ِ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan 

(agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui.” 
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Istilah "syariah" dalam bagian ini dipahami sebagai perintah untuk 

menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan atau standar untuk semua 

upaya. Dengan kata lain, syariah mengharuskan penerapan nilai-nilai Islam dalam 

setiap aktivitas yang dilakukan. 

Untuk menilai kepatuhan terhadap syariah secara kualitatif, berikut adalah 

beberapa indikator yang dapat digunakan: 

1. Pertama, akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, antara lain, yang 

digunakan untuk menyalurkan dana harus mematuhi ketentuan syariah 

yang berlaku. 

2. Pengelolaan dana zakat harus mematuhi ketentuan dan peraturan syariah. 

3. Ketiga, pelaporan semua kegiatan perusahaan harus mematuhi ketentuan 

akuntansi syariah yang relevan dengan bisnis. 

4. Mendirikan kantor yang mematuhi hukum syariah. 

5. Pembiayaan bisnis harus mematuhi ketentuan syariah. 

6. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan serta mengarahkan 

semua aktivitas perusahaan agar senantiasa berlandaskan pada norma-

norma syariah. 

2.1.5.2 Indikator Shariah compliance 

Profit Sharing Ratio (PSR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Islamic 

Investment dan Non-Islamic Investment, Director Employees Welfare Ratio 

(DEWR), AAOIFI Index, dan Zakat Performance Ratio (ZPR) merupakan 

beberapa indikator yang digunakan oleh Hameed et al. (2004) untuk mengukur 
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Shariah compliance. Profit Sharing Ratio (PSR) merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur shariah compliance dalam penelitian ini.  

2.1.5.2.1 Profit Sharing Ratio (PSR) 

Kesepakatan di antara beberapa pihak untuk membagi hasil dari operasi 

perusahaan dikenal sebagai bagi hasil. PSR mengukur proporsi total pendanaan 

yang digunakan untuk bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan. Karena 

bagi hasil merupakan tujuan utama bank umum syariah, PSR dirancang untuk 

menilai bagaimana bank-bank ini menggabungkan kegiatan-kegiatan ini ke dalam 

operasi mereka (Hamsyi, 2019). BUS dibedakan berdasarkan model pembiayaan 

bagi hasil, yang menyediakan alternatif untuk sistem perbankan tradisional berbasis 

bunga dan riba (Kristianingsih & Wildan, 2021). Metode pembagian keuntungan 

ini menggunakan dua jenis kontrak yang berbeda: Musyarakah dan Mudharabah. 

BUS sering menggunakan kedua kontrak ini saat melakukan operasi pembiayaan 

(Ramdhani, 2017). 

Istilah "pembiayaan" mengacu pada penyediaan dana melalui berbagai 

cara. Ini termasuk piutang qardh untuk pinjaman dan peminjaman, transaksi bagi 

hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa seperti ijarah atau sewa 

beli seperti ijarah muntahiya bittamlik, penjualan dan pembelian seperti 

murabahah, salam, dan transaksi multi-layanan seperti kontrak ijarah atau kafalah. 

Dalam semua transaksi ini, bank dan pihak lain sepakat bahwa orang yang 

mendapatkan pinjaman atau fasilitas pendanaan harus membayarnya kembali, 

berbagi keuntungan, atau tidak lagi menggunakannya setelah jangka waktu tertentu 

berlalu (Takdir et al., 2022). 
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BUS berperan sebagai pengelola modal (shahibul mal) dan nasabah 

berperan sebagai pengelola usaha (mudharib) dalam akad pembiayaan 

mudharabah. Bank syariah menyediakan seluruh dana awal, dan nasabah 

menangani operasional sehari-hari sebagai bagian dari upaya kolaboratif ini. Pada 

saat kesepakatan, BUS dan nasabah akan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan 

mengatur pembagian laba yang diperoleh dari usaha ini. BUS akan memperoleh 

bagian dari laba nasabah jika mereka memperoleh laba. Namun, apabila nasabah 

menghadapi kegagalan dalam usahanya dan mengalami kerugian, kerugian tersebut 

sepenuhnya ditanggung oleh shahibul mal. Dalam hal ini, mudharib tidak akan 

menanggung kerugian apapun dan tidak memiliki kewajiban untuk mengatasi 

kerugian yang muncul akibat kegagalan usaha tersebut (Siregar, 2021). 

Dalam pembiayaan musyarakah, dua pihak atau lebih sepakat untuk 

bekerja sama mengelola suatu perusahaan. Dalam perjanjian ini, setiap pihak 

menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hasil 

dari usaha bersama kemudian dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing 

pihak atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Musyarakah yang juga 

dikenal sebagai syirkah merupakan aktivitas kemitraan dalam menjalankan bisnis 

bersama. Keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi dalam syirkah akan dibagikan 

berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat (Rahayu et 

al., 2016). 

Penjelasan tentang transaksi pembiayaan bagi hasil antara nasabah dan 

bank syariah dapat dilihat pada ayat ini. Surat An-Nisaa: 29 Al-Qur'an menyatakan 

bahwa Allah SWT menganjurkan mudharabah sebagai metode muamalah: 
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ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تجَِارَةً عَنْ  ا امَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ اِلََّ ا انَْفُسَكُمْْۗ انَِّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ نْكُمْْۗ وَلََ تقَْتلُوُْٰٓ ترََاضٍ م ِ

َ كَانَ  بِكُمْ رَحِيْمًا  اللّٰه  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” 

Berikut ini adalah rumus perhitungan Profit Sharing Ratio (PSR): 

PSR =
𝑚𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ + 𝑚𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔
× 100% 

Sumber : Hameed et al. (2004) 

2.1.6 Kinerja Keuangan 

2.1.6.1  Pengertian Kinerja Keuangan 

Salah satu elemen kunci yang berkontribusi terhadap perluasan BUS 

adalah kinerja bank. Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari upaya 

karyawannya, yang bekerja sama secara sah untuk mencapai tujuan perusahaan 

sekaligus mematuhi standar etika dan moral yang relevan. Semua ini dilakukan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan (Retnaningsih et 

al., 2019). Kinerja keuangan berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dengan 

mengungkapkan seberapa baik bisnis mampu menghasilkan uang (Hadinata, 2019).  

Keberhasilan keuangan suatu perusahaan merupakan cerminan hasil yang 

dicapainya selama periode waktu tertentu sebagai hasil dari manajemen keuangan 

yang bijaksana. Melalui prestasi ini, perusahaan dapat meunjukkan seberapa baik 

kinerjanya (Rengganis et al., 2020). Beberapa ahli mengemukakan bahwa kinerja 
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keuangan merupakan cerminan dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

berbagai aktivitasnya, serta dalam mengelola aset untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan operasi 

suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, perlu dilakukan pengukuran kinerja 

keuangan. 

Pengukuran kinerja mengacu pada efektifitas dan efisiensi yang digunakan 

perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya selama periode waktu tertentu, 

sangat terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Bisnis dapat meningkatkan 

aktivitas operasionalnya dan bersaing lebih baik di pasar dengan memanfaatkan 

pengukuran kinerja (Rengganis et al., 2020). 

Sejumlah rasio keuangan tersedia bagi bisnis sebagai alat untuk 

mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Untuk tujuan mengevaluasi 

kesehatan keuangan bisnis, tersedia lima jenis rasio keuangan yang berbeda: 

1. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik kinerja bisnis dalam 

jangka waktu tertentu dalam hal menghasilkan uang. Rasio yang 

mengukur profitabilitas memperhitungkan metrik seperti ROI, ROE, 

margin laba bersih, laba atas investasi, dan ROA. 

2. Rasio likuiditas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk membayar 

tagihan saat ini dan masa mendatang atau melunasi utangnya saat jatuh 

tempo. Di antara ukuran likuiditas ini adalah rasio kas, rasio cepat, dan 

rasio lancar. 

3. Rasio solvabilitas mengungkapkan apakah perusahaan dapat membayar 

utangnya atau tidak. Rasio utang terhadap ekuitas, utang terhadap aset, dan 
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time interest earned ratio merupakan ukuran solvabilitas yang dapat 

digunakan. 

4. Rasio Pasar menghubungkan harga saham dengan laba serta nilai buku per 

saham. Price/earnings ratio dan price/book value ratio adalah rasio pasar 

yang dapat digunakan dalam pengukuran. 

5. Rasio Aktivitas menilai seberapa baik bisnis memanfaatkan sumber 

dayanya. Rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio 

perputaran aset merupakan contoh rasio aktivitas (Ali, 2020). 

Kelima rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat gambaran besar 

peluang dan ancaman masa depan perusahaan. Kegunaan rasio profitabilitas 

sebagai alat untuk menilai ancaman terhadap perusahaan. Risiko yang dihadapi 

perusahaan meningkat seiring dengan kenaikan rasio profitabilitas dan 

penurunannya ke arah yang berlawanan (Vestari & Farida, 2013). Rasio keuangan 

yang dikenal sebagai ROA digunakan dalam analisis ini untuk mengukur 

profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik kinerja BUS secara 

keseluruhan dalam hal operasi. 

2.1.6.2  Profitabilitas 

Perusahaan mengukur profitabilitasnya dengan melihat rasio tersebut. 

Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa efisien pengelolaan organisasi. Salah 

satu indikasi utama dalam pengukuran ini adalah laba yang diperoleh dari penjualan 

dan pendapatan investasi (Zulkarnaen, 2018). Profitabilitas merupakan tolok ukur 

yang dapat digunakan oleh manajer bank dalam mengejar total laba. 
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Menurut (Zulkarnaen, 2018) secara umum terdapat lima jenis pengukuran 

rasio profitabilitas yaitu : 

1. Salah satu cara untuk melihat laba atas investasi dari penjualan adalah 

dengan rasio Gross Profit Margin (GPM) (Nuraini & Rimawan, 2021). 

Maulana dan Prasetyo (2015) menyatakan bahwa ketika GPM tinggi, 

berarti perusahaan menjalankan operasinya secara efisien karena harga 

pokok penjualannya relatif rendah dalam kaitannya dengan total 

penjualan. Salah satu cara untuk melihat GPM perusahaan adalah dengan 

membandingkan margin laba kotor dengan total penjualan bersihnya. 

2. Net Profit Margin (NPM) didefinisikan sebagai rasio yang 

menggambarkan total penjualan terhadap laba bersih setelah semua biaya 

termasuk pajak dikurangi. Menurut Herlina & Murhadi (2021), NPM 

merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

dikurangi biaya penjualan. NPM yang lebih tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki peluang lebih baik untuk menghasilkan laba. 

3. Return On Investment (ROI) digunakan untuk mengevaluasi tingkat 

pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. ROI yang tinggi menunjukkan 

adanya efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Masyitah & 

Harahap, 2018). 

4. Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profit perusahaan berdasarkan nilai sahamnya. Menurut 

Dewi dan Suwarno (2022), angka return on equity (ROE) yang lebih besar 
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menunjukkan bahwa perusahaan lebih efektif dalam menghasilkan laba 

setelah pajak. 

5. Return On Assets (ROA) menunjukkan kapasitas bank untuk mengelola 

modal yang diinvestasikan dalam aset secara menguntungkan. Menurut 

Istiqomah et al. (2022), nilai ROA yang lebih besar menandakan bahwa 

aset yang dimiliki lebih produktif dan efisien. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator kinerja 

keuangannya. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik manajemen 

perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi laba (Sari et al., 2020). ROA suatu 

perusahaan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut mengelola aset bank 

untuk menghasilkan pendapatan. 

ROA merupakan indikator yang digunakan peneliti dalam pengujian ini 

karena indikator ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola asetnya 

untuk menghasilkan uang. ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

memanfaatkan asetnya dengan baik dari perspektif keuangan. 

Salah satu rasio profitabilitas yang paling penting adalah ROA. ROA 

merupakan hal utama yang dipertimbangkan investor saat mengambil keputusan. 

ROA memberikan gambaran yang jelas kepada investor tentang laba atas investasi 

(ROI) untuk uang mereka. Selain itu, ROA berfungsi sebagai indikator yang tepat 

karena mencerminkan kinerja perusahaan, besarnya laba yang dapat dihasilkan, 

serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, tingkat keuntungan yang 

dicapai dan penggunaan aset oleh suatu bank dapat dinilai dari besar kecilnya ROA 

yang dimiliki oleh bank tersebut. Berikut adalah rumus untuk pengembalian aset: 
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"ROA =
Laba bersih setelah pajak

Total aset
× 100%" 

Sumber : “(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 

2011, n.d.)” 

2.1.8  Perbankan Syariah 

2.1.8.1 Pengertian Bank Syariah 

Prinsip hukum Islam atau syariah merupakan dasar dari perbankan syariah. 

Ulama Syafe'i Antonio dan Perwata Atmadja menyampaikan pemikiran mereka 

tentang bank syariah, yang didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang 

mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum syariah, 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 21/2008, 

merupakan kerangka hukum di mana bank syariah beroperasi. Konsep hukum Islam 

yang dikenal sebagai hukum syariah digunakan dalam kegiatan perbankan melalui 

fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan yang diakui yang menentukan hukum 

syariah. Akibatnya, lembaga keuangan Islam menjauhkan diri dari semua tindakan 

yang bertentangan dengan hukum syariah, termasuk tetapi tidak terbatas pada riba, 

maysir, dan gharar (Hamsyi, 2019). Berdasarkan dengan ketetapan Allah (SWT) 

dalam Surah Ali-Imran 130: 

َ لعََلَّكُمْ تفُْ  عفََةً ۖ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ ضَٰ فًا مُّ ا۟ أضَْعَٰ بوََٰٰٓ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ لَْ تأَكُْلوُا۟ ٱلر ِ لِحُونَ يَٰ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” 

2.1.8.2 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah 
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Menurut (Ansori, 2019) terdapat 3 fungsi utama pada bank syariah. 

Berikut ini fungsi utama dari bank syariah, diantaranya: 

1. Fungsi Penghimpun Dana 

Fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari 

masyarakat. Kontrak wadiah untuk tabungan atau kontrak mudharabah 

untuk investasi adalah dua contoh dari banyak metode yang tersedia untuk 

jenis penggalangan dana ini. 

2. Fungsi Penyalur Dana 

Mendistribusikan uang kepada mereka yang membutuhkan 

merupakan peran kedua bank Islam. Pengaturan penjualan dan kemitraan, 

serta jenis kerja sama komersial lainnya, dapat memfasilitasi penyaluran. 

3. Fungsi Pelayanan Jasa 

Bank Islam melayani masyarakat dengan memenuhi kebutuhan 

perbankan mereka sehingga mereka dapat menjalankan operasinya, selain 

dari dua peran yang disebutkan di atas. Sederhananya, bank syariah 

menjadi salah satu lembaga keuangan yang mengikuti prinsip ekonomi 

Islam. Sebagai lembaga sosial, bank syariah memiliki tanggung jawab 

untuk berkontribusi pada perbaikan masyarakat, dan ekonomi Islam 

memandang tanggung jawab ini sebagai inti dari misi mereka. 

Proses penyaluran dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dan 

wakaf (ZISW) menunjukkan peran sosialnya. Selain menyediakan dana 

untuk kebajikan (qard), bank Islam juga menyalurkan zakat dari 

pendapatan usahanya. Lembaga keuangan Islam menitikberatkan pada 
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pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil produk mudharabah dan 

musyarakah. Tujuan dari pelaksanaan peran sosial ini adalah untuk 

memastikan penyaluran dana sosial berjalan lancar, khususnya bagi 

mereka yang sangat membutuhkan, dan membantu sektor riil ekonomi 

tumbuh. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian untuk pengujian ini diinformasikan oleh karya-karya 

sebelumnya berikut, khususnya yang tercantum dalam tabel berikut: 

“Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu” 
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Sumber : Diolah dari berbagai sumber Jurnal referensi 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Hubungan suatu teori dengan berbagai aspek kunci yang diketahui dari 

suatu masalah dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan suatu kerangka 

konseptual. Peneliti perlu memberikan deskripsi terperinci tentang konsep atau 

variabel yang diteliti serta kerangka yang lebih umum untuk menyusun kerangka 

konseptual ini (Noor, 2012). 

ICG dan shariah compliance merupakan dua variabel independen (X) 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam analisis ini kedua faktor ini 

memengaruhi laba bersih BUS dari tahun 2021 hingga 2023, variabel dependen (Y). 

Berikut ini adalah struktur kerangka penelitiannya: 

  

“Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran” 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

2.4.1  Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Umum Syariah 

Menurut Teori Agensi, manajemen sering kali mengutamakan kepentingan 

mereka sendiri daripada kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat 

merugikan bisnis dan menurunkan kinerjanya. Atas dasar alasan ini, selain untuk 

memastikan hak dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, ICG harus 

diterapkan. 

Pengujian ini menerapkan sharia enterprise theory, yang menekankan 

pentingnya penyajian informasi yang akurat, jujur, dan transparan BUS. Salah satu 

tanda BUS yang sehat adalah seberapa baik bank tersebut mengikuti prinsip ICG. 

Maka dari itu, BUS perlu melakukan segala sesuatu pada setiap kegiatannya 

berlandaskan pada syariah, karena bank tidak hanya bertanggung jawab kepada 

para stakeholder, tetapi juga pada lingkungan, masyarakat, dan Allah SWT. 

ICG adalah gaya kepemimpinan bisnis yang berdampak pada laba bersih 

perusahaan. ICG merupakan cerminan nilai-nilai ICG. Penelitian ini mengkaji 

fungsi DPS dan Komite Audit dan peran. Oleh karena itu, kinerja keuangan 

perusahaan hanya dapat meningkat sebanding dengan ketelitian pengawasan DPS 

dan Komite Audit. 

Penelitian Nadiah dan Filianti (2022) memperkuat pernyataan tersebut 

dengan menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan secara statistik antara 

DPS dengan kinerja keuangan. Penelitian lain yang mendukung kesimpulan 

tersebut menyatakan bahwa DPS berpengaruh positif dan signifikan secara statistik 
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terhadap kinerja keuangan (Anggreni et al., 2022). Lebih lanjut, Anggreni et al. 

(2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang 

menemukan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara komite 

audit dengan kinerja keuangan (Astuti & Chairunisa, 2021). Berbagai justifikasi 

tersebut memungkinkan untuk sampai pada hipotesis penelitian berikut: 

H1 : “Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah.” 

H2 : “Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

bank umum syariah.” 

2.4.2  Pengaruh Shariah compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank 

Umum Syariah 

Fakta bahwa bank syariah mematuhi prinsip dan standar Islam yang 

relevan merupakan salah satu perbedaannya dengan bank biasa. Karena konsumen 

sering kali bertanya-tanya seberapa serius bank syariah menangani masalah 

memastikan bahwa aktivitas mereka mematuhi standar Islam ini, transparansi 

mengenai kepatuhan syariah menjadi sangat penting. Menurut Lestary (2020), ICG 

merupakan tanda bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Beberapa 

dari sekian banyak prinsip hukum Islam yang tercermin dalam praktik keuangan 

Islam meliputi larangan total terhadap perjudian (maysir), larangan total terhadap 

spekulasi (gharar), dan larangan total terhadap riba (tadlis). 

PSR adalah rasio shariah compliance yang digunakan oleh BUS. Berapa 

banyak uang yang dihasilkan perusahaan dari bagi hasil tercermin dalam variabel 
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ini. Peningkatan kesehatan keuangan BUS dimungkinkan melalui perluasan 

pembiayaan bagi hasil, yang akan mengarah pada peningkatan pendapatan bagi 

hasil. Di sisi lain, laba bersih BUS terdampak jika pendanaan bagi hasil menyusut, 

akibatnya pendapatan bagi hasil berkurang. 

Penelitian Afdal dan Agustin (2023) mendukung klaim ini dengan 

menunjukkan hubungan yang menguntungkan dan signifikan secara statistik antara 

PSR dan kinerja keuangan. Lebih jauh, shariah compliance memiliki dampak 

substansial pada kinerja keuangan BUS Umiyati (2020). Untuk mendukung 

kesimpulan ini, penelitian Munifatussa'idah (2021) menemukan bahwa PSR secara 

signifikan mempengaruhi kinerja keuangan BUS. asumsi berikut untuk penelitian 

ini berdasarkan beberapa penjelasan: 

H3 : “Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada bank umum syariah.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



47 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran digunakan untuk 

mengklasifikasikan penelitian menurut data dan metode analisis yang digunakan. 

Untuk lebih memahami peristiwa sosial dan kemanusiaan, penelitian kualitatif 

menekankan pada kualitas dan tinjauan subjektif serta mengungkapkan informasi 

berdasarkan persepsi. Namun, penelitian kuantitatif mengambil pendekatan yang 

lebih tidak memihak dengan mengumpulkan dan menganalisis data numerik dan 

menggunakan prosedur pengujian statistik (Hermawan & Yusran, 2017). 

Dari uraian sebelumnya jelas bahwa penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian kuantitatif. Salah satu ciri khas penelitian kuantitatif adalah 

pengumpulan statistik deskriptif tentang fenomena dunia nyata. Mencari tahu 

bagaimana ICG dan shariah compliance memengaruhi laba bersih BUS Indonesia 

merupakan kekuatan pendorong di balik penelitian ini. 

3.2  Populasi dan Sampel 

Istilah "populasi" mengacu pada kategori luas yang mencakup semua hal 

atau orang yang memiliki beberapa sifat atau atribut Thayib et al. (2017). Peneliti 

mengumpulkan sifat-sifat ini untuk penelitian dan memanfaatkannya untuk 

menginformasikan temuan pada penelitian. BUS yang terdaftar di OJK periode 

2021 hingga 2023 merupakan populasi penelitian ini. 
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Menurut Hermawan dan Yusran (2017), sebagian dari populasi disebut 

sampel. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Pemilihan sampel sesuai dengan tujuan dan persyaratan penelitian dikenal dengan 

metode purposive sampling. Sederhananya, sampel diambil secara sengaja dari 

populasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Purwanto, 2019). 

Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dipakai oleh penulis dalam proses 

pengambilan sampel tersebut: 

1. BUS yang terdaftar di OJK dan Bank Indonesia selama periode 2021 

hingga 2023. 

2. BUS yang menerbitkan laporan triwulanan dan laporan tahunan, yang 

dapat diakses di situs web BUS atau situs resmi lainnya dalam kurun waktu 

2021 hingga 2023. 

3. BUS yang menyediakan data berkaitan dengan variabel penelitian secara 

menyeluruh, dengan informasi lengkap yang tersedia melalui publikasi 

selama periode 2021 hingga 2023. 

3.3  Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini mengandalkan data sekunder untuk pengumpulan datanya. 

Data sekunder berasal dari informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumber yang sudah ada sebelumnya. BUS di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 

akan menggunakan laporan triwulanan, tahunan, dan keuangan mereka sebagai 

panel untuk data sekunder penelitian ini. Situs web resmi BUS dan OJK 

www.ojk.go.id menyediakan data yang digunakan pada analisis ini. 

http://www.ojk.go.id/
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk penelitian mereka dikenal sebagai prosedur pengumpulan 

data. Peneliti sering menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan 

data: 

1. Metode dokumentasi 

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui 

penelusuran pada situs resmi BUS dan OJK sebagai bagian dari teknik 

dokumentasi. 

2. Metode Pustaka 

Metode pustaka ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan penelitia berupa 

buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya serta peneliti mempelajarinya 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melaksanakan 

penelitian. Laporan keuangan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan 

juga diambil dari situs web OJK dan situs web resmi perusahaan untuk 

pemeriksaan tambahan oleh peneliti. 

3.5  Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel 

Dua jenis variabel, dependen dan independen, digunakan dalam penelitian 

ini. Salah satu jenis variabel adalah variabel independen, sedangkan yang lainnya 

adalah variabel dependen, terkadang disebut variabel terikat. Sebaliknya, faktor-

faktor yang tidak saling bergantung satu sama lain tetapi memiliki pengaruh 
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terhadap variabel dependen dikenal sebagai variabel independen (Sugiyono, 2017). 

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel, termasuk: 

1. Salah satu variabel independen adalah ICG, yang diukur dan dinyatakan 

dengan indeks DPS dan KA dan. 

2. Indikator PSR, yang melacak kepatuhan terhadap hukum syariah, 

berfungsi sebagai variabel independen. 

3. Sebagai variabel dependen, indikator ROA memantau dan mencerminkan 

kinerja keuangan. 

3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Return On Asset (ROA) 

Kemampuan suatu bisnis untuk mengubah asetnya menjadi laba 

diukur dari ROA (Lestary, 2020). Rumus untuk menghitung laba atas 

investasi adalah sebagai berikut: 

"ROA =
Laba bersih setelah pajak

Total aset
× 100%" 

Sumber : “(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 

2011, n.d.)” 

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Fungsi penting DPS adalah memberi nasihat kepada direksi dan 

mengawasi bank untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam 

seluruh aspek usaha (POJK, 2017). 

Di sini, jumlah anggota DPS dalam suatu organisasi berfungsi 

sebagai indikator pengukuran DPS. Berikut adalah rumus yang digunakan 

untuk menentukan variabel ini: 
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DPS = ∑Jumlah Anggota DPS 

Sumber : (R. N. A. Putra, 2019) 

3. Komite Audit 

Salah satu komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah komite audit. Membantu 

dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab 

komite audit (POJK, 2015). 

Indikasi jumlah anggota komite yang aktif di setiap organisasi 

digunakan untuk mengukur kinerja komite audit dalam penelitian ini. 

Adapun rumus untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut: 

KA = ∑Jumlah Anggota KA 

Sumber : (Lidyah et al., 2020) 

4. Profit Sharing Ratio (PSR) 

Salah satu cara untuk membandingkan total pembiayaan dengan 

pembiayaan bagi hasil adalah dengan PSR (Lestary, 2020). Untuk 

menghitung variabel ini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

PSR =
𝑚𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ + 𝑚𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔
× 100% 

Sumber : Hameed et al. (2004) 
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“Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel” 
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3.6  Teknik Analisis 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Data penelitian dapat disajikan dan dipahami dengan lebih baik dengan 

menggunakan statistik deskriptif, salah satu jenis analisis statistik. Nilai statistik 

dari variabel yang dianalisis dapat dipahami dengan lebih baik dengan analisis ini. 

ICG dan shariah compliance merupakan faktor independen dalam penelitian ini. 

Menemukan nilai rata-rata, median, dan simpangan baku dari variabel yang diteliti 

mudah dilakukan dengan statistik deskriptif. 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini harus lulus uji asumsi klasik sebelum dapat digunakan untuk 

pengujian regresi linier berganda. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk 

mengidentifikasi kasus-kasus ketika persamaan regresi berganda yang digunakan 

tidak mematuhi asumsi klasik. Uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas adalah beberapa di antara banyak uji yang dijalankan. 

3.6.3  Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah model regresi memiliki residual yang 

berdistribusi normal atau terdapat variabel pengganggu, maka dilakukan uji 

kenormalan. Di sini, dilakukan pemeriksaan terhadap residual berdistribusi normal 

dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (Mardiatmoko, 2020). 

Nilai signifikansi (Asym Sig 2-tailed) digunakan untuk menetapkan dasar 

pengambilan keputusan. Data tidak berdistribusi secara teratur jika nilainya kurang 

dari 0,05. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (Asym Sig 2-tailed) lebih 
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besar dari 0,05. Pendekatan Monte Carlo yang menggunakan pengembangan 

sistematis dengan bilangan acak merupakan pilihan lain untuk melakukan uji 

kenormalan. Tujuan dari penerapan metode Monte Carlo ini adalah untuk 

menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal dari datayang telah diuji dari 

sampel yang memiliki nilai acak atau extream (Imam & Mursidah, 2021). 

3.6.4  Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki berkorelasi. Untuk 

memeriksa multikolinearitas, peneliti dapat menentukan berdasarkan nilai toleransi 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Agar variabel dianggap non-kolinear jika nilai 

toleransinya lebih besar atau sama dengan 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) kurang dari 10, dan sebaliknya, multikolinearitas tidak boleh ada 

(Mardiatmoko, 2020). 

3.6.5  Uji Heteroskedastisitas 

Dalam model regresi, heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual 

tidak sama di semua data. Dengan membandingkan varians residual setiap 

observasi dalam model regresi, uji heteroskedastisitas mencoba menentukan 

apakah ada hubungan atau penyimpangan. Heteroskedastisitas merupakan masalah 

yang seharusnya tidak ada dalam model yang layak. Uji Spearman's rho merupakan 

salah satu alat yang tersedia untuk mendeteksi heteroskedastisitas (Nartaresa & 

Muznah, 2021). Alat ini akan diterapkan dalam penelitian ini. Berikut adalah 

prosedur untuk membuat penilaian berdasarkan Spearman's rho dalam uji 

heteroskedastisitas: 
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a. “Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

heteroskedastisitas.” 

b. “Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas.” 

3.6.6  Uji Autokorelasi 

Untuk lebih memahami bagaimana korelasi yang bermasalah pada periode 

t berhubungan dengan galat sebelumnya (t-1) pada model regresi linier yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan uji autokorelasi. Ketika 

autokorelasi tidak ada dalam suatu model regresi, maka autokorelasi dianggap 

diinginkan (Mardiatmoko, 2020). Penelitian ini akan menggunakan Uji Durbin-

Watson (DW) untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi. Untuk mengetahui 

apakah suatu data memiliki autokorelasi, sering digunakan uji Durbin-Watson. 

Dengan membandingkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dengan nilai pada 

tabel DW, maka dapat diketahui ada atau tidaknya autokorelasi. Selama masih 

dalam rentang du < dw < 4 - du, nilai tersebut dianggap tidak berbahaya dan tidak 

akan menimbulkan autokorelasi pada model regresi (Ghozali, 2018). 

3.7  Model Regresi 

3.7.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel yang bergantung pada perubahan variabel independen dapat 

diukur dampaknya secara kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Sederhananya, pendekatan ini memungkinkan penggunaan beberapa variabel 

independen untuk memperkirakan nilai variabel dependen. 
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Dengan cara ini, model persamaan regresi berikut dibangun: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 +  𝑒 

Keterangan : 

Y  : Nilai Keuangan 

𝛽1𝑋1  : Koefisien Regresi DPS 

𝛽2𝑋2  : Koefisien Regresi KA 

𝛽3𝑋3  : Koefisien Regresi PSR 

α  : Konstanta 

e  : Error 

3.7.2  Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Peneliti menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independen pada penelitian menjelaskan variabel 

dependennya. Dari 0 hingga 1, dengan 0 < R2 < 1, adalah rentang nilai koefisien 

determinasi. Dengan asumsi nilai koefisien berada dalam kondisi di mana nilai R2 

meningkat atau mendekati 1, dapat dikatakan bahwa hasil regresi tersebut baik. 

Artinya, variabel independen penelitian secara praktis sepenuhnya menyediakan 

semua data yang diperlukan untuk meramalkan perubahan variabel dependen 

(Rahmaningtyas, 2019). 

3.7.3  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Untuk menentukan faktor independen mana yang memengaruhi variabel 

dependen mana, ahli statistik menggunakan uji F, yang juga disebut uji signifikansi 

simultan. Saat menentukan apakah model regresi layak, hal-hal berikut 

diperhitungkan: 
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1. “Tingkat signifikansi F ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Tingkat signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.” 

3.7.4  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen secara independen, peneliti menggunakan uji statistik t, yang 

juga dikenal sebagai uji signifikansi parameter individual (Rahmaningtyas, 2019). 

Hasil positif dan negatif dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Bila nilainya 

positif, berarti variabel independen memiliki hubungan langsung dengan variabel 

dependen; bila nilainya negatif, berarti sebaliknya. Dapat menggunakan sumber 

berikut untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

memengaruhi variabel dependen: 

1. “Nilai signifikansi t-test < 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen secara individual, yang 

berarti bahwa hipotesis alternatif Ha diterima.” 

2. “Nilai signifikansi t-test > 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara 

individual, yang berarti bahwa hipotesis alternatif Ha tidak diterima.” 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bank umum syariah yang terdaftar di OJK antara tahun 2021 dan 2023 

menjadi sampel penelitian ini. Data sekunder bersumber dari situs web resmi 

masing-masing bank; termasuk laporan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan 

keuangan. Sampel penelitian terdiri dari bank-bank tersebut. Penelitian ini 

menggunakan strategi purposive sampling, di mana pertanyaan dan tujuan 

penelitian menginformasikan pemilihan populasi sampel. 

Informasi mengenai data sampel penelitian dirinci di bawah ini oleh 

penulis: 

“Tabel 4. 1 Data Penelitian” 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa menurut OJK, terdapat enam belas bank 

umum syariah yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, 

dan laporan triwulanan. Akibat adanya proses merger yang terjadi pada tahun 2021 

hingga 2023, jumlah sampel berkurang sebanyak 3 bank, yaitu sebesar 18,75%, 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan selama periode penelitian. Perusahaan yang 

tidak menerbitkan atau tidak dapat mengakses laporan keuangan, laporan 

triwulanan, dan laporan tahunan kembali dikeluarkan dari sampel penelitian, 

sehingga jumlah total perusahaan yang terdampak turun menjadi 31,25%. Oleh 

karena itu diperolah jumlah sampel penelitian sejumlah 8 bank umum syariah 

dengan periode 3 tahun secara triwulan sehingga mendapatkan jumlah data 

sebanyak 96 data. Sampel penelitian terdapat pengurangan kembali sebanyak 1 

sampel dikarenakan mengaplikasikan lag. Uji Chocrain Orcutt akan mengurangi 1 

data observasi, sehingga total sampel penelitian menjadi 95. 

4.2 Deskripsi Variabel 

“Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif” 

 



60 
 

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024 

Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan hasil analisis deskriptif yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.2: 

1. Dewan Pengawas Syariah (X1) 

Sebanyak sembilan puluh lima BUS dimasukkan dalam pengujian 

deskriptif variabel DPS. Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank 

BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Victoria Syariah semuanya berhasil 

mencapai nilai terendah 2, menurut statistik. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia 

mencapai nilai tertinggi yang mungkin, yaitu 4. Dengan nilai rata-rata DPS sebesar 

2,49, bank umum syariah memiliki tingkat pengawasan syariah sebesar 249%. 

Lebih lanjut, tidak ada variansi substansial dalam data, karena simpangan baku 

lebih kecil dari rata-rata 0,713. 

2. Komite Audit (X2) 

Analisis deskriptif variabel komite audit mengungkap 95 sampel 

perusahaan. Nilai minimum 3 dicatat oleh Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Mega, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA, dan Bank BTPN 

Syariah. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia mencapai nilai maksimum 8. 

Berdasarkan skor rata-rata 4,03,  dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah 

memiliki tingkat komite audit sebesar 403%. Selain itu, nilai simpangan baku 

sebesar 1,316 menunjukkan bahwa data yang ada kurang bervariasi. 

3. Profit Sharing Ratio (X4) 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel PSR menunjukkan bahwa 

terdapat sampel 95 perusahaan. Dalam analisis ini, nilai minimum PSR sebesar 
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0,245 diperoleh Bank BTPN Syariah , sdangkan nilai maksimum sebesar 99,453 

dicapai Bank Panin Dubai Syariah. Rata-rata nilai PSR yang tercatat adalah 54,6, 

yang berarti tingkat Profit Sharing Ratio pada bank umum syariah mencapai 546%. 

Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 30,884 yang diperoleh menunjukkan 

bahwa data tersebut kurang bervariasi, jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. 

4. Kinerja Keuangan (Y) 

Analisis deskriptif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa 

terdapat sampel 95 perusahaan. Hasil ini mencerminkan nilai minimum sebesar -

5,671 dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah. Kerugian yang dialami oleh bank 

tersebut pada kuartal IV tahun 2021 mengakibatkan tingkat pengembalian aset 

(ROA) yang sangat rendah. Namun, Bank BTPN Syariah berada di posisi teratas 

dengan nilai 8,364. BUS di Indonesia mencapai kinerja keuangan yang 

mengesankan sebesar 113%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai kinerja keuangan 

rata-rata sebesar 1,13. Semua BUS di Indonesia menunjukkan kinerja keuangan 

yang kuat, dengan ROA di atas 100%. Meskipun demikian, terdapat variansi data 

yang menonjol dalam penelitian ini karena nilai simpangan baku sebesar 1,789 

lebih besar dari nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak 

terdistribusi secara merata. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Jika model regresi berganda menyimpang dari asumsi klasik, uji asumsi 

klasik akan menemukannya. Uji ini penting karena memeriksa autokorelasi, 

heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dalam hasil estimasi regresi yang 

diperoleh dari data yang terdistribusi normal. 
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4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Sebagai bagian penting dari setiap pengujian regresi, uji normalitas 

digunakan untuk memastikan apakah residual atau variabel pengganggu dalam 

model mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika ingin memastikan bahwa 

semuanya normal, dapat menerapkan Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel. 

Dengan asumsi tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0,05, data dikatakan memiliki 

distribusi normal. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa data tidak mengikuti distribusi 

normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut ini hasil uji Kolmogorov-

Smirnov berbasis SPSS untuk kenormalan dalam penelitian yaitu: 

“Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas” 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, yang menampilkan hasil uji kenormalan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, nilai residual tidak mengikuti 

distribusi normal. Bukti asimtotik menunjukkan bahwa sig 0,000 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0,05. 

Pemrosesan data tambahan diperlukan karena hasil uji kenormalan 

penelitian menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Peneliti 

menggunakan uji Monte Carlo untuk menyingkirkan data yang tidak mengikuti 
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distribusi normal. Jika sampel penelitian berisi data residual dengan nilai di luar 

rentang, uji Monte Carlo dapat memberi tahu apakah data tersebut mengikuti 

distribusi normal atau tidak. Hasil uji kenormalan Monte Carlo disajikan di bawah 

ini. 

“Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas” 

Sumber :  Data Output SPSS Versi 26, 2024 

Setelah melakukan uji Monte Carlo pada Tabel 4. 4, diperoleh hasil bahwa 

nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan 

pada perubahan nilai signifikan, yang semula berada di angka 0,000 dan setelah uji 

Monte Carlo meningkat menjadi 0,077. Dengan tingkat signifikansi 0,077 lebih 

tinggi dari nilai kritis 0,05, hasil menunjukkan bahwa nilai residu mengikuti 

distribusi normal. 

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah 

variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 
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berkorelasi. Untuk melakukan pengujian ini, Variance Infition Factor (VIF) dan 

nilai toleransi diperiksa. Multikolinearitas tidak terjadi karena nilai toleransi lebih 

dari 0,10 dan nilai Variance Infition Factor (VIF) kurang dari 10. Temuan uji 

multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

“Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas” 

 

Tabel 4.5 menampilkan hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan 

bahwa dewan pengawas syariah, komite audit, dan profit sharing ratio merupakan 

variabel penelitian dengan nilai toleransi masing-masing 0,443, 0,460, dan 0,882. 

Untuk setiap variabel, nilai toleransi ini lebih besar dari 0,10. Lebih jauh, ketiga 

nilai VIF 2,256 untuk DPS, 2,173 untuk komite audit, dan 1,134 untuk PSR berada 

di bawah 10, yang menunjukkan tidak adanya inflasi. Jika demikian, model regresi 

yang dimaksud tidak menunjukkan multikolinearitas. Karena tidak ditemukan 

hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel penelitian, hal ini 

menunjukkan bahwa model tersebut cocok untuk uji selanjutnya. 

4.3.3 Hasil Uji Heteroskodestisitas  

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau penyimpangan varians 

residual antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi, 
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digunakan uji heteroskedastisitas. Uji Spearman's rho digunakan untuk memeriksa 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Jika heteroskedastisitas tidak ada dalam 

model regresi, model tersebut dapat dianggap memuaskan. Heteroskedastisitas 

dianggap tidak ada dalam analisis uji Spearman's rho jika nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05, dan ditunjukkan dengan adanya heteroskedastisitas jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. Berikut ini adalah tampilan skor Spearman's rho 

dari uji heteroskedastisitas: 

“Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas” 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai signifikansi variabel, komite audit, dan profit 

sharing ratio dalam uji heteroskedastisitas berturut-turut adalah 0,663, 0,557, dan 

0,370. Uji ini memiliki taraf signifikansi minimum 0,05. Dengan demikian, semua 

variabel yang diteliti memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berdasarkan 

hasil uji. Karena tidak ditemukan heteroskedastisitas dalam data penelitian ini, 

maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan. 

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan model regresi linier. 

Kami akan menilai kemampuannya untuk menggambarkan hubungan antara 

gangguan pada periode t dan kesalahan sebelumnya pada periode t-1 dengan 

menjalankan uji autokorelasi. Tidak adanya autokorelasi merupakan indikator 
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model regresi yang kuat. Di sini, kami menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) 

untuk mencari autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara rentang du 

< dw < 4 - du, maka nilai tersebut dianggap tidak berbahaya dan dapat digunakan 

untuk menentukan apakah gejala autokorelasi ada atau tidak. 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

“Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi” 

 

Nilai Durbin-Watson yang dihitung adalah 1,559 menurut Tabel 4.7. Menurut 

tabel t, nilai dU adalah 1,7326. Oleh karena itu,  dapat menyatakan persyaratan 

untuk uji autokorelasi dengan cara berikut: 

“= dU < dw < 4 – dU  

= 1,7326 > 1,559 < 4 – 1,7326 

= 1,7326 > 1,559 < 2,2674” 

Perhitungan ini membawa pada kesimpulan bahwa dw tidak sesuai dengan 

kriteria bahwa nilainya kurang dari 4 - dU dan nilainya lebih besar dari dU. Oleh 

karena itu, Uji Chocrane Orcutt dilakukan karena gejala yang menunjukkan 

autokorelasi terdeteksi. Untuk mengatasi autokorelasi, Ghozali (2018) 

menyarankan penggunaan Uji Chocrane Orcutt, yang melibatkan penerapan jeda 

pada data penelitian. Untuk mendapatkan total ukuran sampel penelitian sebesar 95, 

Uji Chocrane Orcutt akan menghilangkan 1 titik data observasi. Selain itu, data 

yang diubah digunakan dalam penelitian ini.  

Berikut hasil uji autokorelasi di bawah ini: 
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“Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi” 

 

Nilai Durbin-Watson adalah 1,985, tergantung pada Tabel 4.8. Nilai dU 

sebesar 1,7326 diketahui dari tabel t. Berikut ini adalah kriteria yang dapat 

digunakan untuk menguji autokorelasi: 

“= dU < dw < 4 – dU  

= 1,7326 < 1,985 < 4 – 1,7326 

= 1,7326  < 1,985 < 2,2674” 

Perhitungan sebelumnya membawa pada kesimpulan bahwa nilai dw 

memenuhi kriteria; khususnya, nilai tersebut lebih besar dari nilai dU dan lebih 

kecil dari 4 - dU, sehingga data bebas dari autokorelasi. 

4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Dengan menggunakan ROA sebagai metrik, penuji menguji dampak DPS, 

komite audit, dan profit sharing ratio menggunakan analisis regresi berganda. Dari 

tahun 2021 hingga 2023, sampel diambil dari BUS yang terdaftar di OJK. Berikut 

ini adalah simpulan yang diambil dari analisis tersebut: 
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“Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear” 

 

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26, 2024 

Pengujian ini menunjukkan bagaimana dewan pengawas syariah, komite 

audit, dan profit sharing ratio terkait dengan kinerja keuangan (lihat Tabel 4.9 untuk 

rinciannya). Jadi, berikut ini cara menyusun persamaan untuk regresi linier 

berganda: 

“Y = α0 + β1 X1 + β2 X2 + β2 X3+ e” 

Y = 4,762 – 1,212 DPS + 0,089 KA - 0,043 PSR + e 

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda yang telah diperoleh, 

penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Nilai signifikansi sig (0,000) < 0,05 dilaporkan untuk nilai konstan 

variabel kinerja keuangan dalam perhitungan regresi, yaitu 4,762. Ini 

menunjukkan bahwa nilai Return On Assets (ROA), atau nilai konstan, 

adalah 4,762 jika variabel independen, yang meliputi DPS, komite audit, 

dan profit sharing ratio, diambil sebagai nol. 

2. Ukuran DPS dari ICG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 

1,212 dengan nilai sig sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini 
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menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank menurun seiring dengan 

bertambahnya jumlah anggota DPS. 

3. Pengukuran komite audit dari variabel ICG menghasilkan nilai koefisien 

positif sebesar 0,089. Meskipun demikian, tidak adanya pengaruh ICG 

terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,603 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ROA tidak dipengaruhi oleh 

besarnya komite audit karena efektivitas kinerja audit dalam menjalankan 

fungsi pengawasannya tidak dijamin oleh jumlah anggota tersebut. 

4. Tanda negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,043 untuk 

variabel shariah compliance yang diukur dengan PSR dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan 

bahwa shariah compliance dengan ukuran ini secara signifikan dan negatif 

mempengaruhi kinerja keuangan. Korelasi antara kinerja keuangan bank 

dan PSR adalah negatif seiring dengan meningkatnya rasio tersebut. 

4.5 Hasil Uji Kelayakan Model 

Dua uji kelayakan model, satu menggunakan koefisien determinasi dan 

satu lagi menggunakan uji signifikansi simultan menggunakan statistik F, 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan dari kedua uji tersebut: 

4.5.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Nama lain untuk statistik F adalah uji signifikansi simultan, dan tujuannya 

adalah untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikansi F kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima sebagai syarat untuk menentukan kelayakan model regresi. Sebaliknya, 



70 
 

menerima H0 dan menolak H1 jika nilai signifikansi F lebih dari 0,05. Tabel berikut 

menampilkan hasil uji signifikansi simultan: 

“Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Simultan” 

 

Nilai signifikansi uji F adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, menurut 

Tabel 4.10. dapat disimpulkan bahwa model tersebut dapat bekerja karena dapat 

menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian, dewan pengawas syariah, komite 

audit, dan profit sharing ratio merupakan variabel terpisah yang memengaruhi 

kinerja keuangan pada saat yang bersamaan. 

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Mengetahui seberapa besar pengaruh dewan pengawas syariah, komite 

audit, dan terhadap kinerja keuangan merupakan tujuan dari uji koefisien 

determinasi. Sebagaimana yang tertera pada kolom Adjusted R Square (R²), 

penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel lengkap berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi penelitian 

ini: 

“Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi” 
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Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.11, dan koefisien determinasi 

(R²) yang disesuaikan adalah 0,414, yaitu 41,4%. Sebanyak 41,4% varians kinerja 

keuangan dapat dijelaskan oleh dewan pengawas syariah, komite audit, dan profit 

sharing ratio. Namun, faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam analisis 

ini menjelaskan sisanya sebesar 58,6%. 

4.6 Hasil Uji Hipotesis 

4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, uji 

statistik-t, yang terkadang disebut uji signifikansi parameter individual, digunakan 

untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen. Temuan uji-t yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi t” 

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024 

Tabel 4.12 menunjukkan hasil interpretasi variabel independen, yaitu ICG (diukur 

oleh DPS dan komite audit) dan shariah compliance (diukur oleh profit sharing 

ratio), dan variabel dependen kinerja keuangan. Penjelasan variabel-variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan 



72 
 

Variabel dewan pengawas syariah ditemukan memiliki t-statistik 

sebesar -3,707 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 

0,05, menurut hasil uji-t. Menurut hasil ini, DPS memang berdampak pada 

hasil keuangan. Ada korelasi negatif antara jumlah DPS di setiap bank dan 

ROA, seperti yang ditunjukkan oleh nilai B negatif sebesar -1,212. Itulah 

sebabnya ROA bank umum syariah akan turun seiring dengan 

bertambahnya jumlah DPS. Return on asset yang buruk menunjukkan 

kinerja keuangan yang buruk. Oleh karena itu, ada korelasi negatif dan 

signifikan secara statistik antara kinerja keuangan dan DPS. Kinerja 

keuangan menurun ketika jumlah DPS meningkat. Oleh karena itu, 

hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. 

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan 

Variabel komite audit pada hasil uji t memiliki nilai t-statistik sebesar 

0,522 dan nilai signifikansi sebesar 0,603 (lebih tinggi dari 0,05). 

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUS tidak 

dipengaruhi oleh komite audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah 

anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA karena tidak 

menjamin komite akan efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya. 

Komite audit masih belum menjalankan peran pengawasannya dengan 

baik, sehingga tidak dapat menaikkan laba perusahaan. Perusahaan kini 

diharapkan memiliki komite audit sesuai dengan ketentuan Peraturan BI 

No. 11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa komite harus memiliki 

paling sedikit tiga orang anggota. Kehadiran komite ini dipandang sebagai 
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salah satu cara untuk mematuhi ketentuan. Hasil ini jelas membantah 

hipotesis bahwa komite audit yang lebih besar akan lebih berhasil. 

Komposisi komite audit harus berpusat pada sejumlah area penting untuk 

memastikan efektivitasnya, termasuk independensi anggota, pengetahuan 

dan kompetensi anggota, dan kewenangan anggota. Hipotesis kedua dari 

penelitian ini ditolak. 

3. Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Kinerja Keuangan 

Nilai t-statistik sebesar -7,996 pada tingkat signifikansi 0,000, 

kurang dari 0,05, ditemukan pada variabel Profit Sharing Ratio (PSR) 

menurut hasil uji-t. Berdasarkan hasil tersebut, PSR merupakan indikator 

kinerja utama. Hasil B negatif sebesar -0,043 menunjukkan bahwa ROA 

dipengaruhi secara negatif oleh PSR, yang didefinisikan sebagai 

penjumlahan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan 

total pembiayaan. Secara sederhana, ROA yang lebih rendah biasanya 

dikaitkan dengan peningkatan PSR. Penurunan ROA menunjukkan hasil 

keuangan yang buruk. Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa PSR 

berdampak signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan. Ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan akan menurun seiring dengan 

peningkatan PSR. Akibatnya, hipotesis ketiga ditolak. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Sektor 

keuangan Islam terus tumbuh. Demikian pula, perbankan syariah tumbuh setiap 
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tahunnya. Namun, masalah baru, seperti kualitas kinerja saat ini, dapat muncul jika 

perbankan syariah terus tumbuh. Kesulitan baru yang lebih signifikan muncul 

sebagai akibat dari ekspansi perbankan syariah yang cepat; yang terpenting di 

antaranya adalah kebutuhan untuk menjaga merek dan citra perusahaan di mata 

konsumen guna mempertahankan kepercayaan dan loyalitas mereka. Laba bersih 

bank Islam mungkin terpukul sebagai akibat dari hal ini. 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, kinerja keuangan 

merupakan indikator seberapa baik berbagai operasi dan pengelolaan aset telah 

berjalan. Kapasitas untuk mengukur kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik 

bisnis telah mengelola operasinya selama kurun waktu tertentu, itulah sebabnya 

kinerja keuangan menjadi sangat penting. ROA dan ukuran profitabilitas lainnya 

umumnya digunakan untuk menilai kinerja ini. 

Beberapa faktor dapat memengaruhi kinerja keuangan BUS. ICG 

(sebagaimana diproksikan dengan DPS dan komite audit) dan shariah compliance 

(sebagaimana diukur dengan profit sharing ratio) adalah dua bidang utama yang 

menjadi perhatian dalam penelitian ini. Berikut ini, dibahas lebih lanjut tentang 

bagaimana ICG dan shariah compliance memengaruhi hasil akhir. Penelitian 

penulis menghasilkan hasil berikut: 

4.7.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan 

Hipotesis pertama penelitian ini ditolak karena hasilnya menunjukkan 

bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Hasil ini bertentangan dengan teori yang diajukan sebelumnya 

bahwa DPS meningkatkan hasil keuangan. Efektivitas pengawasan menurun pada 
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BUS yang memiliki banyak DPS. Di sisi lain, peningkatan kerja sama di antara 

anggota dewan pengawas syariah yang kecil lebih mungkin terjadi. Karena 

ukurannya yang berkurang, para anggota lebih mampu berkomunikasi satu sama 

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka dalam memastikan bahwa 

BUS dikelola sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, kinerja BUS dapat 

ditingkatkan dengan kinerja dewan pengawas syariah yang efektif. Menurut Intia 

dan Azizah (2021), DPS bertugas mengawasi dan mengevaluasi komponen 

kegiatan, barang, dan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan syariah. 

Alternatifnya, DPS dengan peran ganda di organisasi lain dianggap kurang 

menguntungkan karena berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank (Eksandy, 

2018). Klaim tersebut didukung oleh data sampel penelitian yang menunjukkan 

beberapa DPS di Indonesia bertugas di beberapa bank. Contohnya adalah ketua 

DPS PT Philip Asset Management dan DPS Asuransi Bintang Unit Syariah, yang 

juga merupakan ketua DPS di Bank Panin Dubai Syariah. Penurunan kinerja 

keuangan merupakan akibat dari keadaan ini, yang menunjukkan bahwa DPS tidak 

melakukan tugasnya dengan baik. Menambah lebih banyak DPS ke bank juga dapat 

menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat, yang pada gilirannya dapat 

menyebabkan musyawarah dan perdebatan yang tidak ada gunanya, yang pada 

gilirannya memperlambat proses pengambilan keputusan dan akhirnya 

menurunkan kinerja bank umum syariah (Zuliana & Aliamin, 2019). 

Sharia enterprise theory bertentangan dengan penelitian ini dengan 

menunjukkan bahwa kesehatan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat 

penerapan ICG oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Memastikan bahwa 
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semuanya berjalan sesuai hukum syariah merupakan tanggung jawab utama DPS 

lainnya. 

Intia & Azizah (2021), Zuliana & Aliamin (2019), dan Nadiah & Filianti 

(2022) telah menunjukkan bahwa DPS memiliki dampak negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan, dan hasil penelitian kami sejalan dengan temuan 

mereka. Namun demikian, temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa DPS 

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bertentangan 

dengan temuan Rahmawaty & Helmayunita (2021), Indriyani & Asytuti (2019), dan 

Sutapa & Hanafi (2019). 

4.7.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan 

Untuk menolak hipotesis kedua, penelitian ini tidak menemukan pengaruh 

komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Temuan ini 

bertolak belakang dengan teori keagenan, yang menekankan pentingnya ukuran 

komite audit yang kecil untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota dalam komite audit tidak 

menjamin efektivitaskomite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga 

tidak dapat memengaruhi Return on Assets (ROA). Kinerja komite audit dalam 

menjalankan tugas pengawasan belum mencapai tingkat optimal, sehingga tidak 

dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Peraturan Bank 

Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa jumlah minimal anggota 

komite audit di Indonesia adalah tiga orang, sehingga keberadaan komite audit 

biasanya hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan yang mengharuskan 

pembentukannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit 
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bukan merupakan salah satu kriteria yang dapat meningkatkan kinerja komite. 

Untuk meningkatkan kinerja komite audit, perlu dilakukan penekanan pada aspek 

independensi anggota, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, serta otoritas yang 

dimiliki anggota. 

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perhitungan triwulanan 

jumlah komite audit di masing-masing bank tidak berpengaruh pada ROA, ukuran 

keberhasilan finansial. Oleh karena itu, ROA tidak terpengaruh oleh ukuran komite 

audit karena tidak mungkin untuk memprediksi seberapa baik komite akan 

melaksanakan tugas pengawasannya. 

Penelitian ini bertentangan dengan Shariah Enterprise Theory yang 

menyatakan bahwa BUS yang sehat akan memiliki jumlah Komite Audit yang besar 

dan tingkat penerapan ICG yang tinggi. Selain itu dalam kegiatan operasional usaha 

Komite Audit bertugas untuk mengatasi masalah mengenai entitas yang beroperasi 

untuk kepentingan pribadi. 

Kesimpulan penelitian ini yang menunjukkan bahwa komite audit 

memiliki pengaruh positif, meskipun kecil, terhadap kinerja keuangan sejalan 

dengan hasil penelitian Yunina & Nisa (2019), Rimardhani et al. (2016), dan Nadiah 

& Filianti (2022). Temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Azizah & NR (2020) dan Mulianita et al. (2019), dua penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa komite audit berdampak signifikan dan negatif terhadap 

kinerja keuangan. 
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4.7.3. Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Kinerja Keuangan 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa shariah compliance, 

sebagaimana dievaluasi oleh profit sharing ratio, berdampak signifikan terhadap 

kinerja keuangan secara negatif. Akibatnya, hipotesis ketiga ditolak. Kinerja 

keuangan BUS menurun ketika PSR meningkat, menurut laporan ini. Di sisi lain, 

keberhasilan finansial sering kali ditingkatkan dengan PSR yang lebih kecil. Hal ini 

karena pembiayaan bagi hasil sangat berisiko dan tidak menarik (Felani et al., 

2020). Ketidakmampuan nasabah untuk melakukan pembayaran pokok 

pembiayaan yang disepakati di awal kontrak, yang menyebabkan bank mengalami 

kerugian, merupakan elemen lain yang memengaruhi keputusan tersebut. Oleh 

karena itu, pendapatan dari pembiayaan bagi hasil yang diterima BUS belum secara 

optimal dapat berkontribusi dalam menghasilkan laba (Basuki et al., 2022). 

Penelitian ini bertentangan dengan prinsip Shariah enterprise theory yang 

menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang tertinggi dan bahwa semua tindakan 

harus didasarkan pada hukum Islam. Hanya bank umum syariah di Indonesia yang 

telah mematuhi hukum syariah yang dapat menunjukkan profit sharing ratio dengan 

cara ini. Meskipun demikian, variabel ini tidak bermanfaat bagi hasil keuangan.  

ROA merupakan salah satu indikator kinerja keuangan, dan penelitian ini 

menemukan bahwa PSR yang merupakan hasil penjumlahan pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan bank, memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pengaruh negatif Profit Sharing 

Ratio (PSR) berarti jika PSR yang dimiliki perusahaan rendah maka tingkat Shariah 
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Compliance diperusahaan rendah dan akan mengakibatkan kinerja keuangan yang 

tinggi atau meningkat dan begitupun sebaliknya.  

Kesimpulan penelitian ini yang menunjukkan bahwa PSR berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan sejalan dengan penelitian 

Pulungan (2023), Basuki et al. (2022), dan Umiyati (2020). Meskipun demikian, 

penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa PSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan (Munifatussa'idah, 2021; Afdal & Agustin, 

2023; Nadira et al., 2022). 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dalam penelitian ini, dapat dilihat dampak ICG dengan melihat data dari 

penelitian BUS di Indonesia yang terdaftar di OJK dari tahun 2021 hingga 2023. 

Islamic Corporate Governance ditentukan dengan DPS dan komite audit shariah 

compliance ditentukan dengan profit sharing ratio. Data yang dikumpulkan dari 95 

bank merupakan populasi sampel, dan SPSS versi 26 digunakan untuk menganalisis 

hasilnya. Beberapa kesimpulan dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, 

termasuk: 

1. Keberadaan DPS merupakan salah satu indikator ICG yang berdampak 

buruk pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini tidak 

didukung. Berdasarkan hasil tersebut, laba bersih bank tampak membaik 

seiring bertambahnya jumlah anggota DPS. Begitu pula sebaliknya, ketika 

jumlah anggota DPS bertambah, kinerja keuangan menurun. Dengan 

demikian, jelaslah bahwa DPS berdampak negatif pada kinerja keuangan. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit dengan 

keberhasilan keuangan saat mengevaluasi ICG. Dengan kata lain, hipotesis 

kedua penelitian ini tidak didukung. Return on Assets (ROA) tidak 

terpengaruh oleh jumlah komite audit karena efektivitas pengawasan 

mereka tidak dijamin oleh jumlah tersebut. 
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3. PSR menunjukkan dampak negatif dan signifikan pada kinerja keuangan 

saat menilai shariah compliance. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini 

tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank 

menurun seiring dengan meningkatnya profit sharing ratio dan sebaliknya. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PSR memiliki efek negatif pada 

hasil keuangan. 

5.2 Implikasi  

Beberapa pertimbangan dapat dibuat berdasarkan percakapan dan temuan 

tersebut, seperti: 

1. Implikasi Teoritis 

Pengujian ini berpotensi memperkaya pengetahuan teoritis akademisi 

tentang kinerja keuangan, menjadi referensi bermanfaat, dan memperluas 

pemahaman mereka tentang topik tersebut. 

2. Implikasi Praktisi 

Penelitian ini diyakini dapat memberikan pencerahan tentang hubungan 

antara ICG dan shariah compliance terhadap kinerja keuangan. Tidak 

hanya itu, data ini dapat membantu para pemangku kepentingan dan 

manajemen bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik, khususnya 

dalam hal melacak profitabilitas BUS. Selain itu, terlepas dari keterbatasan 

penelitian ini, hasil dan simpulan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi yang berharga bagi para akademisi di masa mendatang. 



82 
 

5.3 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang penulis sadari. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data karena situs web 

perusahaan tertentu tidak dapat diakses. 

2. Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh data yang terlalu ekstrem. 

5.4 Saran 

Rekomendasi berikut ini didasarkan pada temuan dan interpretasi 

penelitian, dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang telah 

diidentifikasi: 

1. Bagi perusahaan, disarankan agar terus memantau dewan pengawas 

syariah, komite audit, dan profit sharing ratio untuk mengoptimalkan 

kinerja keuangan perbankan. Selain itu, manajemen perbankan syariah 

perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan 

dengan keuangan, untuk menghindari penyimpangan yang dapat berujung 

pada kerugian dan penurunan kinerja keuangan bank. 

2. Dewan pengawas syariah, komite audit, dan profit sharing ratio 

merupakan beberapa elemen yang memengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, investor didorong untuk lebih memperhatikan 

informasi ini. Investor di bank umum syariah akan dapat membuat 

penilaian yang lebih tepat dengan informasi ini. 

3. Untuk mencapai serangkaian hasil yang lebih beragam, peneliti masa 

depan didorong untuk menggunakan variabel pengujian yang lebih 
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menarik dan unik. Pengujian masa depan akan memperluas cakupannya 

untuk mencakup Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk lebih memahami 

keadaan perbankan syariah saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa 

depan. Mereka juga akan menggunakan periode penelitian yang lebih 

panjang (tahunan, triwulanan, atau bulanan) untuk memastikan hasil yang 

lebih tepat. 
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